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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan
No Arab Latin No Arab Latin

! ! dilanTlll)iilljgkan 16 s T
2 - B 17 & Z
3 @ T 18 4 ¢
4 & S 19 ¢ G
5 z J 20 o F
6 d H 21 d Q
7 d Kh 22 d K
8 3 D 23 J L
9 3 Z 24 a M
10 J R 25 O N
11 J Z 26 3 W
12 o S 27 ° H
13 o Sy 28 s ’
14 oe 29 ¢ Y
15 Ul D
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2. Vokal
Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri
dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau
harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Hur}lf
Latin
Fathah A
Kasrah I
Dammah U

b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan
antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan
Huruf Nama Gabungan Huruf
G Fathah dan ya Ai
3 Fathah dan wau Au
Contoh:
kaifa : <8S
haula © EL
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
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Halgl:;tu(;an Nama Huruf dan Tanda

/) Fathah dan alif atau ya A
v Kasrah dan ya I
s Dammah dan wau U

Contoh:

Je :qala

2y T rama

Ja . qila

I35 yaqilu

Ta Marbutah (5)
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah () hidup

Ta marbutah (3) yang hidup atau mendapat harkat fathah,

kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (3) mati

Ta marbutah (3) yang mati atau mendapat harkat sukun,

transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (3)
diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta
bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (¢) itu

ditransliterasikan dengan h.
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Contoh:

raudah al-atfal/ raudatul atfal : d&y\ ::-;4_9:)
al-Madinatul Munawwara/al-Madinah : 3:)3-.'3“” :‘-‘-‘9:“”
al—Munaww;arcgfz/
Talhah : dall
Catatan:
Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama
lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn
Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia,
seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa
Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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ABSTRAK

Nama : Novi Maida Yulianda

Nim : 220604005

Fakultas/Program : Ekonomi Dan Bisnis Islam/ Ilmu
Studi Ekonomi

Judul . Analisis Efisiensi Dan Efektivitas

Pengelolaan APBK Kota Banda Aceh
Periode 2015-2024

Pembimbing | :  Rachmi Meutia, M.Sc
Pembimbing I1 :  Fathin Azzahra, S.E., M.Si

Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien merupakan
aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. APBK sebagai
instrumen pengelolaan keuangan daerah perlu dikelola secara
optimal untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan
daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat efisiensi dan
efektivitas pengelolaan APBK Kota Banda Aceh periode 2015—
2024. Penelitian menggunakan  metode deskriptif dengan
pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data
sekunder dari portal resmi DJPK Kementerian Keuangan. Analisis
menggunakan rasio  efisiensi dan efektivitas berdasarkan
Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang pedoman
penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian
menunjukkan rata-rata rasio efisiensi sebesar 97,30 persen dengan
kategori kurang efisien, sedangkan efektivitas sebesar 97,76 persen
dengan kategori efektif. Pengelolaan pendapatan relatif baik,
sedangkan belanja masih perlu dioptimalkan.

Kata kunci: APBK, efisiensi, efektivitas, pengelolaan keuangan
daerah, Kota Banda Aceh.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia merupakan salah
satu kebijakan strategis dalam sistem pemerintahan yang bertujuan
untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah, memperkuat
kapasitas ~ keuangan  pemerintah, mendorong  efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan serta pemerataan pembangunan di
berbagai wilayah. Melalui kebijakan desentralisasi, pemerintah
daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan serta mengelola sumber daya yang
dimiliki sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Dalam
kerangka desentralisasi tersebut, aspek keuangan daerah menjadi
faktor penting karena kemampuan daerah dalam mengelola
keuangan akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan
pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Pertiwi et

al., 2026).

Dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah
daerah memperoleh kewenangan yang luas dalam mengelola
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai
instrumen utama untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan
secara mandiri, efektif, dan bertanggung jawab. Kewenangan
tersebut pada awalnya berlandaskan pada Undang -Undang Nomor

22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan



otonomi luas kepada daerah, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun
1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah yang mengatur sistem pembiayaan penyelenggaraan
pemerintahan melalui pembagian sumber keuangan dan transfer
pusat ke daerah. Seiring perkembangan sistem pemerintahan, UU
Nomor 22 Tahun 1999 kemudian digantikan oleh Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan
selanjutnya diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sementara itu, pengaturan
mengenai hubungan keuangan pusat dan daerah yang sebelumnya
diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1999 telah diperbarui melalui
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan
kemudian disempurnakan kembali melalui Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah, yang mengatur secara lebih komprehensif
mengenai pengelolaan keuangan dan transfer fiskal antara
pemerintah pusat dan daerah (UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan

Daerah, 2022).

Dalam sistem desentralisasi fiskal tersebut, pemerintah pusat
memiliki peran penting dalam mengelola dan mendistribusikan
sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah. Kementerian
Keuangan Republik Indonesia merupakan lembaga utama yang

memiliki kewenangan dalam mengelola keuangan serta aset negara



dan bertanggung jawab mengelola keuangan negara secara
keseluruhan guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang
efektif. Melalui kebijakan fiskal yang dijalankan, pemerintah pusat
mengalokasikan sebagian anggaran kepada pemerintah daerah
dalam bentuk transfer keuangan guna mendukung pelaksanaan
otonomi daerah dan pemerataan pembangunan. Transfer keuangan
dari pemerintah pusat kepada daerah merupakan bagian penting
dalam sistem desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk memperkuat
kapasitas keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan daerah (Puspita et al., 2021).

Dana yang ditransfer dari pemerintah pusat kepada daerah
antara lain terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi
Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana yang ditransfer
tersebut kemudian dikelola oleh pemerintah daerah melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan
Permendagri Nomor 15 Tahun 2024, APBD didefinisikan sebagai
rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan
disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD, serta
ditetapkan melalui peraturan daerah. APBD menjadi instrumen
utama dalam pelaksanaan pemerintahan daerah karena digunakan
sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian
kegiatan pembangunan dan pelayanan publik (Permendagri No. 15

Tahun, 2024).



Kewenangan yang diperoleh menuntut pemerintah daerah
untuk memiliki kemampuan pengelolaan keuangan yang baik agar
pelaksanaan APBD dapat berjalan secara optimal dan akuntabel.
APBD merupakan instrumen kebijakan penting yang digunakan
pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
dan kesejahteraan masyarakat. APBD menjadi alat kebijakan utama
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang tidak hanya
berfungsi untuk menentukan besaran pendapatan dan belanja, tetapi
juga sebagai dasar pengambilan keputusan, perencanaan
pembangunan, dan pemberian otorisasi pengeluaran pada periode

mendatang (Wance, 2019).

Dalam pengelolaan fiskal, APBD tidak hanya berfungsi
sebagai alat perencanaan dan pengendalian keuangan daerah saja,
tetapi juga sebagai instrumen kebijakan fiskal daerah yang sangat
berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi,
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperbaiki kualitas
pelayanan publik. Oleh karena itu, keberhasilan penyelenggaraan
otonomi daerah sangat bergantung pada tingkat efisiensi dan
efektivitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Efektivitas dalam
merealisasikan target pendapatan serta efisiensi dalam pemanfaatan
anggaran merupakan tolak ukur utama dalam menilai kinerja

keuangan pemerintah daerah (Kurniawan & Sitohang, 2024).

Efisiensi didefinisikan sebagai kemampuan dalam mencapai

output yang maksimal dengan input tetap atau meminimalkan input



untuk mendapatkan output yang sama. Konsep ini mengukur rasio
output terhadap input berdasarkan standar kinerja atau target yang
telah ditetapkan. Intinya, efisiensi menunjukkan tingkat optimalisasi
sumber daya agar menghasilkan prestasi tertinggi dengan biaya

serendah mungkin (Panawan et al., 2021).

Mardiasmo (2020) mendefinisikan bahwa efektivitas pada
intinya berkaitan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan
(hasil guna). Tingkat efektivitas mencerminkan kualitas
perencanaan anggaran, karena semakin akurat target yang disusun,
maka semakin besar peluang realisasi pendapatan untuk mencapai
atau bahkan melampaui target tersebut. Dengan demikian,
efektivitas menjadi indikator penting untuk menilai keberhasilan
pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatannya

secara optimal.

Dalam penelitian ini, pengukuran efisiensi dan efektivitas
anggaran APBK Kota Banda Aceh menjadi fokus utama untuk
mengetahui sejauh mana pemerintah daerah mampu merealisasikan
target pendapatan yang telah direncanakan selama periode 2015-
2024. Istilah APBK dalam penelitian ini merujuk pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota yang digunakan secara
khusus di Provinsi Aceh sebagai bentuk penyesuaian terhadap
kekhususan sistem pemerintahan daerah. Penggunaan istilah
tersebut didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memberikan status



otonomi khusus kepada Aceh, sehingga penamaan anggaran daerah
berbeda dengan daerah lain di Indonesia yang menggunakan istilah
APBD. Dengan demikian, dalam konteks penelitian ini istilah APBK
memiliki fungsi yang sama dengan APBD di daerah lain, yaitu
sebagai instrumen utama dalam perencanaan dan pengelolaan
keuangan daerah. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan
gambaran mengenai kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran
di Kota Banda Aceh (UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang
Pemerintahan Aceh, 2006).

Berdasarkan ketentuan pengelolaan keuangan daerah,
struktur APBK terdiri atas tiga komponen utama, yaitu pendapatan
daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah
merupakan seluruh hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai
kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
Belanja daerah merupakan seluruh kewajiban pemerintah daerah
yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Sementara itu,
pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun
anggaran berikutnya, yang terutama digunakan untuk menutup
defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. (Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
2019)



Meskipun pembiayaan merupakan bagian dari struktur
APBK, penelitian ini difokuskan pada komponen pendapatan dan
belanja daerah. Hal tersebut karena indikator efektivitas dan efisiensi
yang digunakan dalam penelitian secara konseptual lebih relevan
untuk  mengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam
merealisasikan target pendapatan serta mengelola penggunaan
anggaran melalui belanja daerah. Sementara itu, komponen
pembiayaan pada dasarnya berfungsi sebagai instrumen
penyeimbang anggaran yang digunakan untuk menutup defisit atau
memanfaatkan surplus anggaran, seperti penggunaan Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran (SiLPA), pencairan dana cadangan, maupun
penerimaan pinjaman daerah. Oleh karena itu, pembiayaan tidak
secara langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah
dalam menghasilkan pendapatan maupun menggunakan sumber
daya anggaran secara efisien schingga tidak dijadikan fokus dalam
pengukuran kinerja pengelolaan APBK pada penelitian ini (Sofyan
& Akbar, 2024).

Dengan berfokus pada komponen pendapatan dan belanja
daerah, penelitian ini berupaya menilai bagaimana kinerja
pengelolaan APBK dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh
selama periode 2015-2024. Pemilihan Kota Banda Aceh sebagai
objek penelitian didasarkan pada perannya sebagai ibu kota Provinsi
Aceh yang memiliki fungsi strategis sebagai pusat pemerintahan,
pelayanan publik, serta aktivitas ekonomi di wilayah Aceh. Sebagai

daerah yang memiliki peran penting dalam pembangunan regional,



kemampuan Kota Banda Aceh dalam mengelola keuangan daerah
secara efektif dan efisien menjadi aspek yang menarik untuk

dianalisis.

Kota Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh memiliki
posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan serta
pembangunan daerah. Dalam kurun waktu 2015-2024, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) Banda Aceh
menunjukkan dinamika yang cukup signifikan, baik dari sisi
perencanaan maupun realisasi anggaran. Secara umum, total APBK
cenderung mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh perubahan
kebijakan fiskal nasional, kondisi perekonomian daerah, serta
tingkat ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun APBK terus mengalami
penyesuaian dari tahun ke tahun, stabilitas fiskal daerah masih

menjadi tantangan yang perlu dikelola secara cermat.

Tabel 1. 1
Data LRA Kota Banda Aceh 2015-2024

Tahun Anggaran Realisasi Gap Anggar‘an Realisa}si Gap.
Pendapatan | Pendapatan | Pendapatan | Belanja | Belanja | belanja
2015 1,16 1,22 5,50% 1,17 1,19 -2,04%
2016 1,32 1,32 0,34% 1,32 1,33 -1,58%
2017 1,25 1,24 -0,33% 1,25 1,23 2,32%
2018 1,21 1,14 -7,46% 1,21 1,17 3,99%
2019 1,29 1,22 -7,73% 1,32 1,23 8,53%




2020 1,42 1,26 -15,65% 1,42 1,27 14,54%
2021 1,32 1,21 -10,99% 1,32 1,21 11,06%
2022 1,37 1,36 -1,87% 1,38 1,33 4,41%
2023 1,26 1,27 1,73% 1,26 1,28 -2,11%
2024 1,29 1,35 5,72% 1,32 1,34 -2,44%

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan RI, Laporan Realisasi Anggaran
Pemerintah Kota Banda Aceh (diolah penulis), 2015-2024.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai
perbedaan antara anggaran dan realisasi, penelitian ini menggunakan
indikator gap pendapatan dan gap belanja. Gap digunakan untuk
menunjukkan persentase selisith antara anggaran dan realisasi
pendapatan maupun belanja. Pada pendapatan, gap positif
menunjukkan realisasi melebihi target, sedangkan gap negatif
menunjukkan realisasi belum mencapai target. Sementara itu, pada
belanja, gap positif menunjukkan realisasi berada di bawah
anggaran, sedangkan gap negatif menunjukkan realisasi melebihi
anggaran. Penggunaan gap bertujuan untuk mempermudah melihat
perbedaan antara anggaran yang direncanakan dan realisasi selama

periode penelitian.

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) DJPK
Kemenkeu periode 2015-2024, target pendapatan daerah mengalami
fluktuasi selama periode penelitian. Pada tahun 2015 target
pendapatan tercatat sebesar Rpl,16 triliun, kemudian meningkat
menjadi Rpl,32 triliun pada tahun 2016. Selanjutnya target

pendapatan mengalami penurunan menjadi Rpl,25 triliun pada




tahun 2017 dan Rp1,21 triliun pada tahun 2018. Memasuki tahun
2019 hingga 2024, target pendapatan kembali mengalami perubahan
dengan kisaran Rpl,26—Rp1,42 triliun, di mana target tertinggi
terjadi pada tahun 2020 sebesar Rp1,42 triliun dan target terendah
terjadi pada tahun 2015 sebesar Rp1,16 triliun.

Dari sisi realisasi, pendapatan daerah juga menunjukkan pola
yang berfluktuasi. Realisasi pendapatan pada tahun 2015 mencapai
Rp1,22 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp1,32 triliun pada
tahun 2016. Setelah itu realisasi mengalami penurunan pada tahun
2017 hingga mencapai titik terendah pada tahun 2018 sebesar
Rpl,14 triliun. Pada periode berikutnya realisasi pendapatan
kembali meningkat, meskipun sempat mengalami penurunan pada
tahun 2020 dan 2021, hingga akhirnya mencapai nilai tertinggi

selama periode penelitian pada tahun 2024 sebesar Rp1,35 triliun.

Apabila ditinjau dari perbandingan antara target dan realisasi
pendapatan, terlihat bahwa pencapaian target pendapatan belum
konsisten pada setiap tahun. Gap pendapatan menunjukkan nilai
positif pada tahun 2015 (5,50%), 2016 (0,34%), 2023 (1,73%), dan
2024 (5,72%), yang mengindikasikan bahwa realisasi pendapatan
mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Sebaliknya, pada
tahun 2017 hingga 2022, kecuali tahun 2023, gap bernilai negatif
yang menunjukkan bahwa realisasi pendapatan masih berada di
bawah target. Gap negatif terbesar terjadi pada tahun 2020 sebesar -
15,65%, diikuti tahun 2021 sebesar -10,99%, sedangkan gap negatif
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terkecil terjadi pada tahun 2017 sebesar -0,33%. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam
merealisasikan target pendapatan mengalami perubahan dari tahun
ke tahun yang dipengaruhi oleh dinamika penerimaan daerah dan

kondisi fiskal yang berkembang.

Pada sisi belanja daerah, target belanja juga mengalami
fluktuasi selama periode penelitian. Target belanja pada tahun 2015
sebesar Rp1,17 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp1,32 triliun
pada tahun 2016. Setelah mengalami penurunan pada tahun 2017
dan 2018, target belanja kembali meningkat hingga mencapai nilai
tertinggi sebesar Rp1,42 triliun pada tahun 2020. Selanjutnya target
belanja mengalami penyesuaian pada periode 2021-2024 dan berada

pada kisaran Rp1,26—Rp1,38 triliun.

Realisasi belanja menunjukkan pola yang relatif sejalan
dengan target belanja. Realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2024
sebesar Rp1,34 triliun, sedangkan realisasi terendah terjadi pada
tahun 2015 sebesar Rp1,19 triliun. Secara umum, realisasi belanja
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun meskipun disertai
beberapa penurunan pada periode tertentu yang mencerminkan
adanya penyesuaian kapasitas fiskal dan pelaksanaan program

pemerintah daerah.

Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi belanja,
diperoleh gap belanja yang menunjukkan kondisi yang berbeda pada
setiap tahun. Gap bernilai positif pada tahun 2017 (2,32%), 2018
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(3,99%), 2019 (8,53%), 2020 (14,54%), 2021 (11,06%), dan 2022
(4,41%), yang menunjukkan bahwa realisasi belanja lebih rendah
dibandingkan target anggaran. Sebaliknya, gap bernilai negatif pada
tahun 2015 (-2,04%), 2016 (-1,58%), 2023 (-2,11%), dan 2024 (-
2,44%), yang mengindikasikan bahwa realisasi belanja sedikit
melebihi target yang telah ditetapkan. Gap positif terbesar terjadi
pada tahun 2020, sedangkan gap negatif terbesar terjadi pada tahun
2024. Fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa tingkat penyerapan
anggaran belum sepenuhnya stabil sehingga mencerminkan adanya
perubahan dalam pelaksanaan program, penyesuaian kebijakan
anggaran, maupun kondisi ekonomi yang memengaruhi pengelolaan

keuangan daerah.

Secara keseluruhan, terdapat perbedaan antara target dan
realisasi baik pada sisi pendapatan maupun belanja daerah selama
periode 2015-2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa
pencapaian target anggaran belum selalu sesuai dengan perencanaan
yang telah ditetapkan dalam APBK. Pada beberapa tahun
pemerintah daerah mampu melampaui target pendapatan maupun
belanja, sedangkan pada tahun lainnya realisasi masih berada di
bawah target. Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa kinerja
pengelolaan anggaran dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang
berasal dari perencanaan anggaran maupun pelaksanaan program

selama tahun berjalan.
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Berdasarkan kondisi tersebut, analisis efisiensi dan
efektivitas anggaran APBK Kota Banda Aceh selama periode 2015—
2024 menjadi penting untuk dilakukan. Analisis ini diharapkan
mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai
kualitas pengelolaan keuangan daerah, guna menilai sejauh mana
kualitas pengelolaan keuangan daerah dalam mendukung
pembangunan dan peningkatan pelayanan publik serta menjadi dasar
evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja fiskal,
mendukung pembangunan - daerah  yang berkelanjutan, dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji efisiensi dan
efektivitas belanja daerah baik yang fokus pada Kota Banda Aceh
maupun daerah lain. Salah satu penelitian yang relevan dilakukan
oleh (Fahlevi & Ananta, 2015) yang menganalisis belanja langsung
pada SKPD Kota Banda Aceh periode 2009—2013 menemukan
bahwa meskipun sebagian besar SKPD tergolong efisien dan efektif,
masih terdapat perbedaan signifikan antar-SKPD. Studi ini juga
menyoroti bahwa permasalahan perencanaan anggaran menjadi
faktor rutin yang memengaruhi rendahnya efisiensi dan efektivitas
belanja langsung, meskipun secara agregat kinerja anggaran

tergolong baik.

Berdasarkan dari berbagai penelitian terdahulu, dapat
disimpulkan bahwa kinerja pengelolaan anggaran pemerintah daerah

di Indonesia menunjukkan hasil yang beragam. Sejumlah studi
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menemukan bahwa beberapa daerah mampu mencapai tingkat
efektivitas yang tinggi dalam merealisasikan target anggaran, namun
belum sepenuhnya diimbangi dengan efisiensi penggunaan
anggaran. Hasil serupa juga ditemukan dalam penelitian di daerah
lain seperti Kabupaten Sikka, Kota Palu, serta sektor pariwisata di
Aceh, yang menunjukkan bahwa tingginya tingkat serapan anggaran
tidak selalu mencerminkan efisiensi penggunaan anggaran. Bahkan,
dalam beberapa penelitian ditemukan kondisi di mana realisasi
anggaran mendekati 100 persen, tetapi manfaat output dan outcome
yang dihasilkan belum sepenuhnya optimal bagi masyarakat.
Temuan tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan penyerapan
anggaran perlu diikuti dengan kualitas penggunaan anggaran agar

tujuan pembangunan dapat tercapai secara maksimal.

Selain  itu, sebagian besar penelitian terdahulu masih
memiliki keterbatasan metodologis. Pendekatan yang digunakan
umumnya bersifat deskriptif kuantitatif sederhana dengan fokus
pada rasio efisiensi dan efektivitas belanja atau pendapatan secara
parsial. Rentang waktu pengamatan yang digunakan juga relatif
terbatas, umumnya kurang dari 10 tahun bahkan hanya berkisar
antara 3 hingga 5 tahun, sehingga belum mampu menggambarkan
dinamika kinerja anggaran daerah dalam jangka panjang. Selain itu,
sebagian penelitian lebih banyak menitikberatkan pada belanja
langsung, sektor tertentu, atau pada level Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD), sehingga cakupan analisis belum mencerminkan

pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota
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(APBK) secara keseluruhan. Kondisi tersebut menyebabkan
penelitian-penelitian sebelumnya belum sepenuhnya memberikan
gambaran yang komprehensif mengenai kinerja anggaran daerah
secara agregat dan berkelanjutan. Dan juga sepengetahuan peneliti
belum ditemukan penelitian yang mengintegrasikan pengeluaran
dan pendapatan APBK Kota Banda Aceh sampai dengan periode
2024

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian ini dilakukan
untuk menganalisis efisiensi dan efektivitas anggaran APBK Kota
Banda Aceh terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah selama periode 2015-2024. Kebaruan penelitian ini terletak
pada penggunaan periode pengamatan jangka panjang serta
pendekatan analisis yang menilai efisiensi dan efektivitas secara
komprehensif terhadap kinerja anggaran daerah secara menyeluruh.
Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris

dalam pengembangan kajian keuangan daerah.

Berdasarkan " latar belakang permasalahan yang telah
diuraikan di atas, terlihat bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) Kota Banda Aceh masih
menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam mencapai
efektivitas realisasi pendapatan serta efisiensi dalam penggunaan
anggaran. Meskipun terdapat upaya peningkatan pendapatan dan
realisasi belanja yang relatif tinggi, fenomena kesenjangan antara

perencanaan dan realisasi serta potensi ketidakefisienan penggunaan
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anggaran masih menjadi isu penting yang perlu dikaji lebih
mendalam. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “Analisis Efisiensi dan Efektivitas
Pengelolaan APBK Kota Banda Aceh Periode 2015-2024”, guna
memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja
keuangan daerah serta sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah
daerah dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan

anggaran di masa mendatang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang vyang telah diuraikan
sebelumnya, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian

ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah realisasi belanja APBK selama periode 2015-
2024 berada pada tingkat efisien?

2. Apakah realisasi pendapatan APBK selama periode
2015-2024 berada pada tingkat efektif?

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah

diuraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis tingkat efisiensi penggunaan
anggaran belanja Pemerintah Kota Banda Aceh selama

periode 2015-2024.
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1.4

2. Untuk menganalisis tingkat efektivitas realisasi
pendapatan daerah Kota Banda Aceh selama periode
2015-2024.

Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan

penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini

diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, baik secara teoritis

maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan,
khususnya pada bidang ekonomi publik dan pengelolaan
keuangan daerah. Hasil penelitian ini dapat menjadi
tambahan referensi ilmiah mengenai analisis efisiensi dan
efektivitas anggaran daerah, terutama dalam konteks
pemerintahan kota. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan
dapat memperkaya literatur mengenai kinerja pengelolaan
keuangan publik dengan menyajikan data serta tren
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Banda
Aceh selama periode 2015-2024. Melalui penelitian ini,
konsep evaluasi anggaran daerah juga dapat semakin
berkembang dengan menunjukkan bagaimana efisiensi dan
efektivitas anggaran dapat diukur serta diinterpretasikan

berdasarkan realisasi anggaran daerah.
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2. Manfaat Praktis dan Kebijakan

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat
memberikan informasi dan gambaran mengenai tingkat
efisiensi dan efektivitas pengelolaan APBK Kota Banda
Aceh. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi
pemerintah dalam meningkatkan kinerja pengelolaan
keuangan daerah agar lebih efisien dan efektif. Selain itu,
penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan
pertimbangan dalam proses perencanaan dan pengambilan
kebijakan fiskal daerah di masa mendatang, khususnya
dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan serta

realisasi anggaran daerah.

1.5 Sistematika Penelitian Skripsi
Skripsi ini disusun dalam lima bab dengan sistematika
sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang
menjelaskan  kondisi umum hingga khusus terkait
pengelolaan APBK Kota Banda Aceh. Selain itu, bab ini
memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta

sistematika penulisan skripsi.
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BAB II Landasan Teori

Bab ini membahas landasan teori yang relevan dengan
penelitian, meliputi konsep keuangan daecrah, APBD/APBK,
kinerja keuangan daerah, efisiensi dan efektivitas anggaran,
serta rasio-rasio yang digunakan dalam pengukuran kinerja
keuangan. Selain itu, bab ini juga memuat hasil penelitian
terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran penelitian, serta

hipotesis (jika diperlukan).
BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan,
meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu
penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data,
definisi operasional variabel, serta teknik analisis data yang
digunakan dalam mengukur efisiensi dan efektivitas

anggaran APBK Kota Banda Aceh periode 2015-2024.
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menyajikan hasil pengolahan dan analisis data,
meliputi perhitungan rasio efisiensi dan efektivitas APBK
Kota Banda Aceh selama periode penelitian. Selanjutnya
dilakukan pembahasan secara mendalam terhadap hasil yang
diperoleh dengan mengaitkannya pada teori, kebijakan yang

berlaku, serta hasil penelitian terdahulu.
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BAB V Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi simpulan yang merupakan jawaban atas
rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian serta

keterbatasan dari penelitian dan saran-saran.
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BAB 11
LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Hukum Otonomi Daerah dan Fiskal

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (6), otonomi daerah diartikan
sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta
kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Melalui kebijakan otonomi daerah, setiap
pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan
urusan pemerintahannya secara mandiri sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Dalam aspek keuangan, Undang -
Undang tersebut memberikan ruang yang luas bagi pemerintah
daerah untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan prioritas
pembangunan daerah. Kewenangan ini menegaskan bahwa
pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian integral dari
pelaksanaan otonomi daerah dan menjadi salah satu faktor penentu
keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan
akuntabel. (UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah, 2014).

Secara historis, kebijakan otonomi daerah di Indonesia

berkembang dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 menuju sistem
desentralisasi fiskal yang lebih terstruktur dan modern (Puspita et al.,
2021). Perkembangan regulasi ini menunjukkan semakin besarnya
tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola keuangan
secara mandiri, transparan, dan akuntabel. Setelah pemerintah
daerah memperoleh kewenangan dalam mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, aspek pembiayaan menjadi faktor kunci dalam
menjamin keberlangsungan pelaksanaan otonomi daerah tersebut.
Kewenangan tanpa dukungan fiskal yang memadai akan
menyebabkan daerah mengalami keterbatasan dalam menjalankan
fungsi pelayanan dan pembangunan. Oleh karena itu, pelaksanaan
otonomi daerah harus diikuti dengan sistem desentralisasi fiskal
yang memberikan ruang bagi daerah untuk memperoleh sumber

pendanaan yang cukup.

Desentralisasi fiskal di Indonesia diatur melalui Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang kemudian
diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah. Regulasi ini menegaskan bahwa hubungan keuangan pusat
dan daerah dilaksanakan melalui mekanisme pendapatan asli daerah,
dana transfer, serta pembiayaan daerah yang bertujuan untuk
menciptakan keadilan fiskal, mengurangi kesenjangan antardaerah,
dan memperkuat kapasitas keuangan daerah. (UU Nomor 1 Tahun,

2022)
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Dalam kerangka hubungan keuangan tersebut, pemerintah
pusat menyalurkan dana transfer kepada daerah melalui beberapa
instrumen utama, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi
Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana-dana ini menjadi
sumber utama pendanaan bagi sebagian besar pemerintah daerah di
Indonesia, terutama daerah yang memiliki tingkat kemandirian fiskal
rendah. Ketergantungan terhadap dana transfer mencerminkan
bahwa keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat dipengaruhi
oleh efektivitas pengelolaan dana yang bersumber dari pusat. Secara
konseptual, hubungan fiskal pusat dan daerah tidak hanya bertujuan
untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana
pengendalian dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Pemerintah
daerah dituntut untuk mampu mengelola dana yang diterima secara
efisien dan efektif agar dana tersebut benar-benar digunakan untuk
mendukung pencapaian tujuan pembangunan dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat (Halawa et al., 2025).
2.2 Keuangan Daerah

2.2.1 Otonomi Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,
otonomi  daerah  dilaksanakan  berdasarkan  asas
desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah. Desentralisasi

merupakan  penyerahan urusan pemerintahan oleh
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Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas
otonomi, sehingga pemerintah daecrah memiliki kewenangan
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai
dengan kebutuhan dan karakteristik daerahnya. Sementara
itu, dekonsentrasi merupakan pelimpahan sebagian urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, instansi
vertikal di daerah, dan pihak yang ditentukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Adapun tugas pembantuan
merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah
otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan
yang ‘menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari
pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota
untuk =~ melaksanakan ‘sebagian urusan yang menjadi
kewenangan pemerintah provinsi. Ketiga asas tersebut
memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk
mengelola berbagai - urusan dan sumber daya daerah,
termasuk sumber daya keuangan. Kewenangan tersebut
harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan
akuntabel agar dapat mendukung penyelenggaraan
pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah

(Bintang et al., 2025).

Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah
daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam

mengelola sumber daya keuangan yang dimilikinya.
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Keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan
oleh besarnya dana yang tersedia, tetapi juga oleh
kemampuan pemerintah daerah dalam merencanakan,
mengalokasikan, dan menggunakan anggaran secara tepat.
Anggaran daerah berperan sebagai instrumen pokok dalam
mewujudkan visi-misi pembangunan menjadi program dan
kegiatan nyata yang dapat dilaksanakan. Dalam
pelaksanaannya anggaran berperan sebagai alat perencanaan,
alat pelaksanaan, dan alat pengawasan/penilaian kinerja

(Kurniawati & Hairunnisah, 2021).

Pengelolaan keuangan daerah yang baik diharapkan
mampu mendorong terciptanya pelayanan publik yang
berkualitas, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam
praktiknya, tidak jarang ditemukan kondisi di mana anggaran
daerah telah terserap tinggi, tetapi dampak nyata terhadap
kesejahteraan masyarakat belum optimal. Kondisi ini
menunjukkan bahwa ukuran keberhasilan pengelolaan
keuangan daerah tidak cukup dilihat dari tingkat penyerapan
anggaran semata, melainkan perlu ditinjau dari kualitas

penggunaannya (Latifa et al., 2025).

Menurut Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun
2005, keuangan daerah merupakan seluruh hak dan

kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan
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uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang
berkaitan dengan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan
daerah  mencakup seluruh  aktivitas  perencanaan,
pelaksanaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah menjadi
salah satu aspek fundamental dalam sistem pemerintahan
daerah karena berkaitan langsung dengan kemampuan
daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pelayanan dan

pembangunan (PP Nomor 58 Tahun, 2005) .

Dalam sistem pemerintahan di  Indonesia,
pengelolaan keuangan daerah diwujudkan melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan
Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman
Penyusunan APBD, APBD didefinisikan sebagai rencana
keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan
disepakati bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta
ditetapkan dengan peraturan daerah (Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 15 Tahun, 2024).

2.2.2 Pendapatan Daerah
Dalam undang-undang Nomor 33 Tahun 2004

dijelaskan Pendapatan daerah merupakan seluruh hak
pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai

kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran. Hak tersebut
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diperoleh dari berbagai sumber penerimaan yang sah dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan
daerah, pelaksanaan pembangunan, serta penyediaan
pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, setiap penerimaan yang masuk ke
Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tidak
menimbulkan kewajiban pengembalian dikategorikan

sebagai pendapatan daerah (UU Nomor 33 Tahun, 2004).

Pendapatan daerah memiliki peranan yang sangat
penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.
Melalui pendapatan yang dimiliki, pemerintah daerah dapat
membiayai berbagai program pembangunan sesuai dengan
kebutuhan dan  karakteristik wilayahnya. Besarnya
pendapatan daerah juga mencerminkan kapasitas fiskal suatu
daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan
tanpa bergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat. Oleh
karena itu, pengelolaan pendapatan daerah harus dilakukan
secara efektif agar target penerimaan yang telah ditetapkan
dalam anggaran dapat direalisasikan secara optimal

(Sahrudin & Syahid, 2025).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

2019, pendapatan daerah terdiri atas tiga kelompok utama,

27



yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer,

dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan
penerimaan yang bersumber dari potensi
ekonomi daerah yang dipungut berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan. PAD
menjadi salah satu indikator penting dalam
mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah
karena menunjukkan kemampuan pemerintah
daerah  dalam = menggali  sumber-sumber
pendapatan yang berasal dari wilayahnya sendiri.
Semakin besar kontribusi PAD terhadap total
pendapatan daerah, semakin tinggi pula tingkat
kemandirian fiskal suatu daerah. Sebaliknya,
rendahnya kontribusi PAD menunjukkan bahwa
daerah masih memiliki ketergantungan yang
cukup besar terhadap dana transfer dari

pemerintah pusat (Parulian et al., 2024).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah 2019, Pendapatan Asli Daerah terdiri atas

beberapa komponen sebagai berikut:
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a. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang
dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan
kepada pemerintah daerah berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan tanpa
memperoleh  imbalan  secara  langsung.
Penerimaan dari pajak daerah digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan daerah dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (UU)
Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah
Dan Retribusi Daerah, 2009)

b. Retribusi Daerah

Retribusi - daerah ~merupakan pungutan yang
dikenakan sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang disediakan oleh
pemerintah daerah kepada masyarakat. Berbeda
dengan pajak daerah, pembayaran retribusi
diikuti dengan pemberian manfaat atau pelayanan
secara langsung kepada wajib retribusi.

Secara umum, retribusi daerah dikelompokkan
menjadi tiga jenis, yaitu:

Retribusi jasa umum;

Retribusi jasa usaha; dan
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Retribusi perizinan tertentu.
Ketiga jenis retribusi tersebut menjadi salah satu
sumber penerimaan daerah yang mendukung

penyediaan pelayanan publik.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
Komponen ini merupakan penerimaan yang
berasal dari hasil pengelolaan aset atau
penyertaan modal pemerintah daerah pada badan
usaha. Penerimaan tersebut dapat berupa dividen
atau bagian laba dari penyertaan modal pada
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan
Usaha  Milik Negara (BUMN), maupun
perusahaan swasta sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Keberadaan sumber pendapatan ini
menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak
hanya memperoleh pendapatan melalui pajak dan
retribusi, tetapi juga melalui aktivitas investasi

dan pengelolaan aset daerah.
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan

daerah yang tidak termasuk dalam kategori pajak
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daerah, retribusi daerah, maupun hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Beberapa contoh penerimaan yang termasuk

dalam kelompok ini antara lain:

1) hasil penjualan aset daerah yang tidak
dipisahkan;

2) jasa giro;

3) pendapatan bunga deposito;

4) penerimaan denda pajak dan retribusi;

5) penerimaan atas tuntutan ganti rugi;

6) pendapatan dari pemanfaatan aset daerah;
dan

7) penerimaan sah lainnya sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan penerimaan
yang berasal dari pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah lainnya sebagai bagian dari
mekanisme perimbangan keuangan
antarpemerintah. Dana transfer diberikan untuk
mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah sekaligus
mengurangi ketimpangan kemampuan fiskal

antarwilayah.
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Bagi sebagian besar pemerintah daerah di
Indonesia, termasuk Kota Banda Aceh,
pendapatan transfer masih menjadi sumber
penerimaan terbesar dalam struktur APBK. Oleh
karena itu, pengelolaan dana transfer secara tepat
sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan

pembangunan daerah (Anggreini et al., 2024).

. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan
seluruh penerimaan daerah selain PAD dan
pendapatan transfer yang diperoleh berdasarkan
ketentuan  peraturan  perundang-undangan.
Penerimaan dalam kelompok ini dapat berupa
hibah, bantuan keuangan, dana darurat, maupun
penerimaan sah lainnya yang diberikan kepada
pemerintah daerah. Meskipun kontribusinya
relatif lebih  kecil dibandingkan PAD dan
pendapatan transfer, kelompok pendapatan ini
tetap memiliki peranan dalam mendukung
kapasitas  fiskal daerah, terutama ketika
pemerintah daerah menghadapi kondisi tertentu
yang memerlukan tambahan pembiayaan (Murti

& Trisnawati, 2021).
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2.23

Dalam  penelitian ini, pendapatan  daerah
direfleksikan sebagai anggaran pendapatan daerah yang
tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota
(APBK) Kota Banda Aceh. Anggaran pendapatan
merupakan estimasi seluruh penerimaan daerah yang
direncanakan akan diperoleh dalam satu tahun anggaran dan
menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun
kebijakan fiskal serta membiayai pelaksanaan program dan
kegiatan pemerintahan. Oleh karena itu, pengukuran
efektivitas dalam penelitian ini  dilakukan dengan
membandingkan realisasi pendapatan terhadap anggaran

pendapatan yang telah ditetapkan dalam APBK.

Sedangkan Realisasi = Pendapatan daerah atau
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi
pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan,
dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-
masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu

periode.

Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan seluruh kewajiban
pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai
kekayaan bersih dalam satu periode tahun anggaran. Belanja
daerah disusun setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) sebagai dasar pelaksanaan

33



pengeluaran  pemerintah  daerah untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
serta penyediaan pelayanan kepada masyarakat (P. A. Putri

& Sukartaatmadja, 2021).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah
adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih pada periode tahun
anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah dialokasikan
untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi - kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Pengalokasian belanja
tersebut bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan  daerah, pemberdayaan
masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan publik (PP
Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, 2019a).

Belanja daerah memiliki peranan yang sangat penting
dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.
Melalui alokasi belanja yang tepat, pemerintah daerah dapat
melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang telah
direncanakan  dalam  APBD  guna  meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan

belanja daerah harus dilakukan secara efektif, efisien,
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2.4

transparan, dan akuntabel agar setiap anggaran yang
dialokasikan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi

masyarakat (Hidayat et al., 2026).

Dalam penelitian ini, belanja daerah
direpresentasikan melalui anggaran belanja daerah yang
tercantum dalam APBK Kota Banda Aceh. Anggaran belanja
digunakan sebagai dasar pengukuran efisiensi karena
penelitian ini  bertujuan untuk menilai sejauh mana
pemerintah daerah mampu menggunakan anggaran yang
telah ditetapkan secara optimal. Oleh karena itu, tingkat
efisiensi diukur dengan membandingkan realisasi belanja
terhadap anggaran belanja yang tercantum dalam APBK
selama periode 2015-2024.

Konsep APBD/APBK
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

merupakan instrumen utama dalam pengelolaan keuangan daerah,

digunakan sebagai dasar pelaksanaan seluruh aktivitas pemerintahan

dan pembangunan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD

mencerminkan rencana kerja pemerintah daerah yang dituangkan

dalam bentuk angka-angka keuangan, sehingga menjadi pedoman

bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya untuk

mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah
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Nomor 12 Tahun 2019 terdiri atas tiga komponen utama, yaitu
pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
Pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana
transfer dari pemerintah pusat, serta lain-lain pendapatan daerah
yang sah. Dana transfer dari pemerintah pusat merupakan salah satu
sumber pendapatan penting bagi daerah yang terdiri atas Dana
Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana
Bagi Hasil (DBH) (PP Nomor 12 Tahun, 2019).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan
dana yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan
kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi. Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK)
merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu
pendanaan kegiatan tertentu yang menjadi urusan daerah sesuai
dengan prioritas nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah
pusat. Adapun Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah
berdasarkan persentase tertentu untuk mendukung pembiayaan
kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Selain
pendapatan daerah, struktur APBD juga mencakup belanja daerah
yang merupakan seluruh pengeluaran pemerintah daerah untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
daerah, serta pembiayaan daerah yang meliputi penerimaan atau

pengeluaran yang perlu dibayar kembali atau akan diterima kembali,
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seperti sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) maupun

pembayaran pokok utang (PP No. 55 Tahun 2005).

Dalam konteks Provinsi Aceh, APBD untuk tingkat
kabupaten/kota dikenal dengan istilah Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten/Kota (APBK), hal tersebut sesuai dengan yang
tercantum dalam UU No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan
Aceh dan Qanun Aceh. Meskipun memiliki nomenklatur yang
berbeda, secara substansi APBK memiliki struktur, fungsi, dan
mekanisme pengelolaan yang sama dengan APBD di daerah lain.
APBK menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam
merencanakan dan melaksanakan seluruh aktivitas pemerintahan,

pembangunan, serta pelayanan publik (UU Nomor 11 Tahun 2006).

APBD/APBK memiliki peran strategis sebagai instrumen
kebijakan fiskal daerah yang digunakan untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, serta memperbaiki kualitas pelayanan publik.
Berdasarkan hasil kajian fiskal regional yang diterbitkan oleh
Kementerian Keuangan, struktur pendapatan daerah Kota Banda
Aceh masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah
pusat. Pada tahun 2024, proporsi dana transfer terhadap total
pendapatan daerah tercatat mencapai lebih dari 80 persen, yang
menunjukkan tingkat ketergantungan fiskal daerah terhadap
pemerintah pusat masih cukup tinggi. Kondisi tersebut

mengindikasikan bahwa pengelolaan APBK perlu dilakukan secara
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lebih efisien dan efektif agar sumber daya keuangan yang tersedia
dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung
penyelenggaraan  pemerintahan dan pembangunan daerah

(Kementerian Keuangan, 2025).

Dengan demikian, APBD/APBK tidak hanya berfungsi
sebagai alat pencatatan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen
strategis dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Kualitas
pengelolaan APBD/APBK sangat menentukan keberhasilan
pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
sehingga analisis terhadap realisasi dan kinerja anggaran menjadi

penting untuk dilakukan.

2.5 Kinerja Keuangan Daerah

2.5.1 Definisi Kinerja Keuangan daerah

Kinerja keuangan daerah seperti yang dimaksud
dalam PP Nomor 58 Tahun (2005) merupakan salah satu
indikator yang penting dalam menilai kemampuan
pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan
yang dimiliki secara efektif, efisien, transparan, dan
akuntabel. Kinerja keuangan daerah mencerminkan sejauh
mana  pemerintah  daerah mampu  merencanakan,
melaksanakan, serta mempertanggungjawabkan pengelolaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk
mencapai tujuan pembangunan daerah dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.
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Menurut Mardiasmo (2021), kinerja keuangan daerah
dapat diartikan sebagai gambaran mengenai tingkat
keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan
daerah yang tercermin dari kemampuan dalam
merealisasikan  pendapatan  daerah, = mengendalikan
pengeluaran, serta mencapai target pembangunan yang telah
ditetapkan. Dengan demikian, kinerja keuangan daerah tidak
hanya dilihat dari besarnya anggaran yang digunakan, tetapi
juga dari sejauh mana anggaran tersebut dapat memberikan

manfaat bagi masyarakat..

2.5.2 Indikator Kinerja Keuangan Daerah

Pengukuran kinerja keuangan daerah dapat dilakukan
dengan menggunakan berbagai indikator yang berasal dari
analisis rasio keuangan daerah. Indikator tersebut digunakan
untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu
mengelola keuangan daerah secara optimal dan bertanggung
jawab. Beberapa indikator yang umum digunakan dalam
menilai kinerja keuangan daerah antara lain rasio
kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio
efisiensi, serta rasio pertumbuhan keuangan daerah. Dalam
penelitian ini, indikator kinerja keuangan daerah difokuskan
pada rasio efektivitas dan rasio efisiensi anggaran. Kedua
rasio tersebut dipilih karena mampu menggambarkan tingkat

keberhasilan pemerintah daerah dalam merealisasikan target
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pendapatan serta kemampuan dalam mengelola pengeluaran

daerah secara optimal (Cheryll et al., 2025).

Rasio efektivitas digunakan untuk mengukur
kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target
pendapatan yang telah ditetapkan dalam anggaran. Semakin
tinggi tingkat realisasi pendapatan dibandingkan dengan
target yang ditetapkan, maka semakin tinggi pula tingkat
efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu,
rasio efisiensi ~digunakan untuk menilai kemampuan
pemerintah - daerah dalam menggunakan sumber daya
keuangan secara optimal dengan meminimalkan pengeluaran
untuk mencapai hasil yang diharapkan. Tingkat efisiensi
yang baik menunjukkan bahwa pemerintah daecrah mampu
mengelola anggaran secara hemat dan tepat guna (Antasena

et al., 2023).

2.5.3 Hubungan Kinerja Keuangan dengan Efisiensi

dan Efektivitas

Efisiensi dan efektivitas merupakan indikator dalam
menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Kedua konsep
tersebut digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana
pengelolaan keuangan daerah telah berjalan secara optimal
dalam mencapai tujuan pembangunan. Efektivitas berkaitan
dengan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam

mencapai target yang telah ditetapkan, khususnya dalam hal
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realisasi pendapatan daerah. Tingkat efektivitas yang tinggi
menunjukkan  bahwa  pemerintah  daerah  mampu
merencanakan target pendapatan secara realistis serta
memiliki kemampuan yang baik dalam merealisasikan
sumber-sumber pendapatan daerah. Sementara itu, efisiensi
berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam
menggunakan sumber daya keuangan secara optimal untuk
menghasilkan output yang maksimal dengan biaya yang
minimal. Dengan demikian, efisiensi dan efektivitas
merupakan indikator penting yang dapat digunakan untuk
menilai kualitas kinerja keuangan daerah. Semakin tinggi
tingkat efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran,
maka semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah daerah
dalam mendukung pembangunan dan pelayanan (Diva et al.,

2024)

Konsep Efisiensi

Efisiensi berkaitan dengan hubungan antara input dan output

dalam suatu kegiatan. Mardiasmo (2020) mendefinisikan efisiensi

sebagai kemampuan untuk menghasilkan output yang maksimal

dengan penggunaan input tertentu atau meminimalkan penggunaan

input untuk menghasilkan output yang sama. Dalam konteks

pengelolaan keuangan daerah, efisiensi menunjukkan sejauh mana

pemerintah daerah mampu menggunakan anggaran secara hemat,

tepat guna, dan tidak boros dalam melaksanakan program dan

kegiatan.
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Mahsun (2013) menyatakan bahwa efisiensi anggaran dapat
diukur melalui perbandingan antara rencana penggunaan anggaran
belanja dengan realisasi belanja atau biaya yang dikeluarkan, yang
kemudian dinyatakan dalam bentuk persentase. Rasio efisiensi
memberikan gambaran mengenai tingkat penggunaan anggaran
dibandingkan dengan sumber daya keuangan yang tersedia. Semakin
kecil nilai rasio efisiensi, maka semakin efisien pengelolaan

anggaran daerah tersebut.

Efisiensi anggaran mencerminkan kemampuan pemerintah
daerah dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan
untuk menghasilkan kinerja yang maksimal. Oleh karena itu,
efisiensi menjadi indikator penting dalam menilai apakah anggaran
daerah digunakan secara rasional dan tidak menimbulkan

pemborosan dalam pelaksanaan kebijakan publik.

Rasio efisiensi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Realisasi Belanja Daerah

. S . 0
Rasio Efisiensi Belanja = Anggaran Belana X 100%
Tabel 2. 1
Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Rasio Efisiensi (%) Kriteria
>100% Tidak Efisien
90%-100% Kurang Efisien
80%-90% Cukup Efisien

60%-80% Efisien
<60% Sangat Efisien

Sumber: Kemendagri No.690.900.327 Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, 1996)
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2.7  Konsep Efektivitas

Efektivitas  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah
menggambarkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam
merealisasikan target yang telah ditetapkan dalam anggaran.
Efektivitas tidak berfokus pada besarnya biaya yang dikeluarkan,
melainkan pada sejauh mana tujuan atau sasaran yang direncanakan
dapat tercapai. Dengan demikian, efektivitas berkaitan erat dengan
pencapaian hasil (outcome) dibandingkan dengan target yang telah

dirumuskan sebelumnya.

Menurut (Mardiasmo, 2009) efektivitas adalah ukuran
keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan. Dalam konteks keuangan daerah, efektivitas sering
digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam
merealisasikan pendapatan sesuai dengan target yang tercantum
dalam APBD/APBK. Semakin tinggi tingkat realisasi pendapatan
dibandingkan dengan target, maka semakin efektif kinerja keuangan

daerah tersebut.

Efektivitas anggaran sangat penting karena mencerminkan
kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah. Pemerintah
daerah dapat dikatakan efektif apabila target pendapatan maupun
target belanja dapat tercapai secara optimal, sehingga program dan
kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana

yang telah ditetapkan.
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Rasio efektivitas dapat dihitung dengan rumus

sebagai berikut:
) o Realisasi Pendapatan
Rasio Efektivitas Pendapatan = X 100%
Anggaran Pendapatan
Tabel 2. 2

Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Rasio Efektivitas (%) Kfriteria
>100% Sangat Efektif

90%-100% Efektif
80%-90% Cukup Efektif
60%-80% Kurang Efektif
<60% Tidak Efektif

Sumber: Kemendagri No0.690.900.327 Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, 1996)

2.8 Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai efisiensi dan efektivitas pengelolaan
keuangan daerah telah banyak dilakukan oleh para peneliti
sebelumnya, baik pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun
pada sektor perangkat daerah tertentu. Berbagai penelitian tersebut
menunjukkan bahwa pengukuran efisiensi dan efektivitas
merupakan indikator penting dalam menilai kinerja pengelolaan
anggaran pemerintah, khususnya dalam memastikan bahwa sumber
daya publik digunakan secara optimal dan sesuai dengan tujuan

pembangunan.

Penelitian terbaru dilakukan oleh Haryati et al. (2025) yang

menganalisis efisiensi belanja modal terhadap pertumbuhan
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ekonomi daerah di Indonesia. Penelitian ini mengkaji pengaruh
efisiensi belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat
kabupaten/kota di Provinsi Aceh menggunakan pendekatan
kuantitatif berbasis data panel. Data yang digunakan merupakan data
sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam rentang waktu
tahunan. Analisis dilakukan dengan model regresi data panel, dan
berdasarkan uji Chow serta Hausman, Random Effect Model (REM)
dipilih sebagai model yang paling sesuai. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan
signifikan  terhadap  pertumbuhan ekonomi daerah, yang
mengindikasikan bahwa efisiensi belanja pemerintah berperan
penting dalam mendorong aktivitas ekonomi dan peningkatan

kapasitas produksi wilayah.

Sejalan dengan penelitian tersebut, Nurhidayah et al.,(2024)
juga menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran
belanja pada dinas pendidikan kota surakarta tahun 2019-2022.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data
primer dan sekunder yang dianalisis menggunakan perhitungan rasio
efisiensi dan efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada
tahun 2019, 2021, dan 2022 anggaran tergolong cukup efektif,
sedangkan tahun 2020 tidak efektif. Dari sisi efisiensi, tahun 2019
dan 2020 tergolong sangat efisien, sedangkan tahun 2021 dan 2022
cukup efisien. Temuan ini memperlihatkan bahwa efektivitas dan
efisiensi anggaran dapat berfluktuasi antar periode meskipun berada

dalam satu instansi yang sama.
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Pada tahun yang sama oleh Anita & Fadilah., (2024)
melakukan penelitian pada dinas koperasi dan UMKM Kota
Bandung Tahun Anggaran 2019-2023. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa tingkat efektivitas realisasi anggaran berada
pada kisaran 84% hingga 91% yang termasuk kategori cukup baik,
namun tingkat efisiensi belum optimal karena pada beberapa tahun
realisasi anggaran justru melebihi target yang ditetapkan. Hal ini
mengindikasikan bahwa meskipun target program tercapai,

penggunaan anggaran belum sepenuhnya efisien.

Masih pada konteks Kota Bandung, Putri & Yuliafitri.,
(2023) melakukan penelitian dengan pendekatan deskriptif
kuantitatif melalui laporan keuangan dan laporan operasional
instansi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
efektivitas anggaran belanja berada pada kategori cukup efektif
dengan rata-rata sebesar 84%, sementara tingkat efisiensi tergolong
sangat efisien dengan rata-rata sebesar 15%. Temuan ini
menunjukkan bahwa  meskipun realisasi anggaran belum
sepenuhnya mencapai target, pemerintah daerah mampu melakukan

penghematan dalam penggunaan anggaran operasional.

Pada level Provinsi, Arfiani et al, (2023) melakukan
penelitian berjudul terkait efektivitas dan efisiensi anggaran belanja
pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Aceh dengan
metode deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data
primer dan sekunder pada periode 2018-2022. Hasil penelitian
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menunjukkan bahwa secara umum tingkat efektivitas tergolong
cukup efektif dan tingkat efisiensi cukup efisien. Peneliti
merekomendasikan perlunya evaluasi berkelanjutan terhadap

program dan anggaran agar kinerja keuangan semakin meningkat.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Yuliyanto et al.,(2022)
dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif melalui analisis
rasio efisiensi dan efektivitas laporan realisasi anggaran. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten ABC
memperoleh kategori sangat efisien dan efektif pada seluruh periode
penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran

daerah telah dilakukan secara optimal.

Sementara itu, Saknosiwi et al., (2021) meneliti efektivitas
dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah serta dampaknya
terhadap pembangunan  ekonomi di Kabupaten Bolaang
Mongondow dengan pendekatan deskriptif kuantitatif menggunakan
data sekunder dari BPS dan Kementerian Keuangan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan pendapatan
berada di atas 100% yang berarti sangat efektif, namun tingkat
efisiensi masih belum optimal karena berada di atas 90%. Hal ini
mengindikasikan bahwa meskipun target pendapatan tercapai,

penggunaan anggaran masih belum efisien.

Penelitian lain yang relevan dilakukan oleh Devinci et al.,
(2023) yang menganalisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan

keuangan daerah di Kabupaten Sikka dengan metode deskriptif
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kuantitatif menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran tahun
2016-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi
tergolong kurang efisien dengan rata-rata 97,50%, sedangkan tingkat
efektivitas tergolong efektif dengan rata-rata 96,48%. Temuan ini
menunjukkan bahwa perencanaan anggaran belum maksimal dan

belanja pegawai masih mendominasi struktur pengeluaran daerah.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Fahlevi & Ananta
(2015) yang menganalisis efisiensi dan efektivitas anggaran belanja
langsung pada SKPD di Pemerintah Kota Banda Aceh. Penelitian ini
menggunakan metode deskriptif dan = eksploratori dengan
memanfaatkan data primer dan data sekunder. Data sekunder
diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD Kota
Banda Aceh periode 2009-2013, sedangkan data primer diperoleh
melalui penyebaran kuesioner kepada 76 responden yang terlibat
dalam proses penganggaran di SKPD. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran belanja
langsung pada SKPD Kota Banda Aceh tergolong tinggi, meskipun
terdapat variasi antar SKPD dan periode pengamatan. Selain itu,
penelitian ini juga menemukan bahwa permasalahan dalam
perencanaan anggaran menjadi salah satu faktor yang sering
menyebabkan rendahnya efisiensi dan efektivitas anggaran belanja

langsung.

Berdasarkan pemetaan hasil penelitian terdahulu tersebut,

dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian sebelumnya
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berfokus pada analisis rasio efisiensi dan efektivitas secara
deskriptif, baik pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun pada
sektor perangkat daerah tertentu. Sebagian besar penelitian juga
hanya menekankan pada satu jenis belanja, seperti belanja modal
atau belanja operasional, tanpa mengkaji secara menyeluruh
keseluruhan struktur anggaran dalam satu kerangka analisis yang

komprehensif.

Selain itu, masih terbatas penelitian yang secara spesifik
mengaitkan hasil pengukuran efisiensi dan efektivitas dengan
karakteristik objek penelitian yang unik serta kondisi terkini pasca
perubahan kebijakan fiskal dan dinamika pembangunan daerah.
Kesenjangan inilah yang menjadi dasar penting dilakukannya
penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan
(novelty) karena berupaya menganalisis efisiensi dan efektivitas
pengelolaan keuangan daerah pada Kota Banda Aceh dengan
menggunakan data periode terbaru serta pendekatan yang lebih
terintegrasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu
memberikan kontribusi empiris yang lebih aktual dan relevan
sebagai dasar evaluasi kinerja keuangan daerah serta sebagai rujukan
bagi pengambil kebijakan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan

anggaran di masa mendatang.
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Tabel 2. 3

Penelitian Terdahulu

Judul dan Metode Hasil Persamaan

No ; - o dan

penulis Analisis Penelitian
perbedaan

1. | Analisis Regresi data | Hasil  penelitian | Persamaan:
Efisiensi Belanja | panel (Chow | menunjukkan Sama-sama
Modal terhadap | Test, Hausman | bahwa belanja | membahas
Pertumbuhan Test, Random | modal berpengaruh | efisiensi
Ekonomi Daerah | Effect Model). positif dan | pengelolaan
di Indonesia signifikan terhadap | anggaran
Pendekatan Data pertumbuhan pemerintah
Panel. (Dwi ekonomi  daerah, | daerah.

Citra Haryati et yang berarti | Perbedaan:
al., 2025) efisiensi = belanja | Penelitian
pemerintah tersebut
berperan  penting | menggunakan
dalam mendorong | metode regresi
pertumbuhan data panel
ekonomi. untuk melihat
pengaruh
belanja modal
terhadap
pertumbuhan
ekonomi,
sedangkan
penelitian  ini
menggunakan
analisis  rasio
efisiensi  dan
efektivitas
APBK.

2. | Analisis Deskriptif Hasil Persamaan:
Efektivitas dan | kualitatif dengan | menunjukkan Sama-sama
Efisiensi perhitungan bahwa pada tahun | menganalisis
Realisasi rasio  efisiensi | 2019, 2021, dan | efisiensi dan
Anggaran dan efektivitas. 2022 anggaran | efektivitas
Belanja pada tergolong  cukup | anggaran
Dinas efektif, sedangkan | menggunakan
Pendidikan Kota tahun 2020 tidak | data  laporan
Surakarta. efektif. Dari sisi | realisasi

efisiensi, tahun | anggaran.

50




(Nurhidayah
al., 2024)

et

2019 dan
sangat

sedangkan
2021 dan
cukup efisien.

2020
efisien,
tahun
2022

Perbedaan:
Penelitian
tersebut hanya
berfokus pada
Dinas
Pendidikan
Kota Surakarta
dengan periode
terbatas,
sedangkan
penelitian  ini
menganalisis
APBK  Kota
Banda  Aceh
secara
keseluruhan
dengan periode
yang lebih
panjang.

Analisis
Efektivitas
Efisiensi
Realisasi
Anggaran
Belanja

dan

pada

Dinas Koperasi

dan

UMKM

Kota Bandung.

(Anita
Fadilah, 2024)

&

Deskriptif

kualitatif dengan
laporan

data
realisasi
anggaran.

Efektivitas berada
pada kategori
cukup baik, namun
tingkat efisiensi
belum optimal
karena  realisasi
melebihi target.

Persamaan:
Sama-sama
menilai
efektivitas dan
efisiensi
realisasi
anggaran
pemerintah
daerah.
Perbedaan:
Penelitian
tersebut hanya
menganalisis
anggaran pada
Dinas Koperasi
dan UMKM
Kota Bandung,
sedangkan
penelitian  ini
meneliti
kinerja APBK
secara agregat
pada tingkat
pemerintah
daerah.
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Analisis Deskriptif Efektivitas Persamaan:
Efektivitas Dan | kuantitatif tergolong  cukup | Sama-sama
Efisiensi dengan analisis | efektif dan | menggunakan
Anggaran laporan efisiensi sangat | pendekatan
Belanja keuangan. efisien. deskriptif
Operasional kuantitatif
Tahun Anggaran untuk menilai
2019-2022 efisiensi  dan
(Studi Kasus efektivitas
Pada Dinas- anggaran.
Dinas Di Kota Perbedaan:
Bandung). (R Penelitian
M. Puti & tersebut hanya
Yuliafitri, 2023) meneliti
belanja
operasional
pada beberapa
dinas di Kota
Bandung
dengan periode
2019-2022,
sedangkan
penelitian  ini
meneliti
keseluruhan
APBK dengan
periode lebih
panjang.
Analisis Deskriptif Efektivitas ~ pada | Persamaan:
Efektivitas dan | kualitatif. tahun 2018-2022 | Sama-sama
Efisiensi keseluruhannya menganalisis
Anggaran cukup efektif dan | tingkat
Belanja pada tingkat  efisiensi | efisiensi dan
Dinas dari tahun 2018- | efektivitas
Kebudayaan dan 2022 keseluruhan | pengelolaan
Pariwisata cukup efisien. anggaran
Provinsi  Aceh. pemerintah
(Arfiani et al., daerah.
2023) Perbedaan:
Penelitian
tersebut

berfokus pada
Dinas

52




Kebudayaan
dan Pariwisata
Provinsi Aceh,

sedangkan
penelitian  ini
menganalisis
APBK  Kota
Banda  Aceh
secara
menyeluruh.
Analisis Deskriptif Seluruh  periode | Persamaan:
Efisiensi ~ Dan | kuantitatif menunjukkan Sama-sama
Efektivitas dengan analisis | kategori sangat | menggunakan
Anggaran APBD | rasio. efisien dan efektif. | analisis rasio
Terhadap untuk
Realisasi mengukur
Anggaran efisiensi  dan
Pendapatan dan efektivitas
Belanja Daerah APBD.
Pemerintah Perbedaan:
Kabupaten Abc Penelitian
Periode  2018- tersebut hanya
2020. menggunakan
(Yuliyanto et al., periode

2022)

penelitian yang
relatif pendek

yaitu  2018-
2020,
sedangkan
penelitian  ini
menggunakan
periode yang
lebih  panjang
yaitu  2015-
2024.
Analisis Deskriptif Hasil  penelitian | Persamaan:
Efektivitas Dan | kuantitatif. menunjukkan Sama-sama
Efisiensi tingkat efektivitas | menganalisis
Pengelolaan 5 tahun terakhir | efektivitas dan
Keuangan masih berada pada | efisiensi
Daerah Dan rasio di atas 100 % | pengelolaan
Dampaknya kondisi ini
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Terhadap menunjukkan keuangan
Pembangunan. pengelolaan daerah.
(Saknosiwi et al., pendapatan daerah | Perbedaan:
2021) semakin  efektif. | Penelitian
Untuk tingkat | tersebut
efisiensi selama 5 | berfokus pada
tahun terakhir | dampak
masih belum | pengelolaan
efisien karena | keuangan
rasionya belum | daerah
mencapai rasio di | terhadap
bawah 90 %. Hal | pembangunan
ini  mengindikasi | di Kabupaten
bahwa sistem | Bolaang
pengelolaan Mongondow,
keuangan daerah | sedangkan
oleh  pemerintah | penelitian ini
daerah Kabupaten | berfokus pada
Bolaang analisis
Mongondow masih | efisiensi  dan
kurang baik. efektivitas
APBK.
Analisis Metode Hasil = penelitian | Persamaan:
Efisiensi dan | penelitian  yang | menunjukkan Sama-sama
Efektivitas digunakan bahwa tingkat | menggunakan
Pengelolaan dalam penelitian | efisiensi pendekatan
Keuangan ini adalah | pengelolaan deskriptif
Daerah di | deskriptif keuangan daerah | kuantitatif
Kabupaten Sikka | kuantitatif Kabupaten Sikka | untuk
(Devinci et al., tahun 2016-2020 | menganalisis
2023) tergolong kurang | efisiensi  dan
efisien dengan | efektivitas
rata-rata  sebesar | keuangan
97,50% ini | daerah.
menunjukkan Perbedaan:
bahwa proses | Penelitian
perencanaan tersebut
anggaran  belum | meneliti
maksimal serta | pengelolaan
besarnya keuangan
pengeluaran daerah
belanja yang | Kabupaten
didominasi belanja | Sikka periode
pegawai. 20162020,
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Sedangkan tingkat | sedangkan
efektivitas penelitian  ini
pengelolaan meneliti APBK
keuangan daerah | Kota  Banda
Kabupaten Sikka | Aceh dengan
tahun  2016-2020 | periode
tergolong  efektif | penelitian yang
dengan rata-rata | lebih panjang.
sebesar 96,48% ini
menunjukkan
bahwa  program
dengan target yang
telah  ditetapkan
tercapai, ini terlihat
dari terlaksananya
program_ yang di
targetkan
pemerintah  yaitu
peningkatan
sumber daya
manusia.
Analisis efisiensi | Penelitian Hasil ~ penelitian | Persamaan:
dan  efektifitas | deskriptif = dan | menunjukkan sama-sama
anggaran belanja | eksploratori bahwa tingkat | menganalisis
langsung - Studi | dengan efisiensi dan | efisiensi dan
pada SKPD di menggunakan efektivitas efektivitas
Pemerintah Kota | data primer dan | penggunaan anggaran
Banda Aceh | data sekunder. | anggaran belanja | menggunakan
(Fahlevi & | Data  sekunder | langsung pada | data LRA.
Ananta, 2015) diperoleh  dari | SKPD Kota Banda | Perbedaan:
Laporan Aceh  tergolong | Perbedaannya
Realisasi tinggi, meskipun | terletak pada
Anggaran terdapat variasi | objek dan
(LRA) SKPD | tingkat efisiensi | periode
Kota Banda | dan efektivitas | penelitian,
Aceh tahun | antar SKPD dan | dimana
2009-2013, periode penelitian
sedangkan data | pengamatan. Fahlevi  dan
primer diperoleh | Penelitian ini juga | Ananta
melalui menemukan bahwa | berfokus pada
kuesioner masalah belanja
kepada 76 | perencanaan langsung
responden yang | merupakan faktor | SKPD  tahun
terlibat  dalam | yang paling sering | 2009-2013,
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proses menyebabkan

penganggaran. rendahnya efisiensi
dan efektivitas
anggaran belanja
langsung.

sedangkan
penelitian  ini
pada  APBK
Kota  Banda
Aceh tahun
2015-2024.

2.9  Kerangka Pemikiran

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

[ APBK Kota Banda Aceh (2015-2024)

\————

|

[ Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

!

[ Analisis Rasio Keuangan

]

Rasio Efisiensi
(Anggaran & Realisasi
Belanja)

2. Rasio Efektivitas
(Target & Realisasi
Pendapatan)

a

~

- /

!

[ Kriteria Kemendagri N0.690.900.327

|

[ Kinerja Keuangan Daerah Kota Banda Aceh ]
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Kerangka pemikiran merupakan gambaran konseptual yang
menjelaskan alur pemikiran peneliti dalam menganalisis suatu
permasalahan penelitian. Kerangka pemikiran ini disusun
berdasarkan teori, konsep, serta penelitian terdahulu yang relevan
dengan topik penelitian. Melalui kerangka pemikiran, peneliti dapat
menjelaskan hubungan antara data yang digunakan dengan metode
analisis yang diterapkan untuk mencapai tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran digunakan untuk
menggambarkan proses analisis efisiensi dan efektivitas Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) terhadap realisasi anggaran
Pemerintah Kota Banda Aceh periode 2015-2024.

Berdasarkan gambar kerangka pemikiran di atas, penelitian
ini dimulai dengan menggunakan data Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kota (APBK) Kota Banda Aceh periode 2015-2024 yang
bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Laporan
Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan informasi
mengenai realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah
daerah selama satu periode anggaran.

Dari Laporan Realisasi Anggaran tersebut, analisis penelitian
dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu analisis efisiensi dan analisis
efektivitas. Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan
antara anggaran belanja dengan realisasi belanja daerah.
Perbandingan tersebut digunakan untuk menghitung rasio efisiensi
guna mengetahui seberapa hemat atau efisien penggunaan anggaran

dalam pelaksanaan belanja daerah.

57



Sementara itu, analisis efektivitas dilakukan dengan
membandingkan antara target pendapatan daerah atau anggaran
daerah yang direncanakan dalam satu periode tahun dengan realisasi
pendapatan yang berhasil dicapai oleh pemerintah daerah.
Perbandingan ini menghasilkan rasio efektivitas yang menunjukkan
sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan
pendapatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, hasil perhitungan rasio efisiensi dan rasio
efektivitas tersebut akan diinterpretasikan berdasarkan kriteria
penilaian yang mengacu pada pedoman Kementerian Dalam Negeri,
yaitu Kepmendagri Nomor 690.900.327. Melalui kriteria tersebut
dapat diketahui kategori tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas
pengelolaan anggaran daerah.

Hasil dari analisis tersebut kemudian digunakan untuk
menilai tingkat efisiensi anggaran belanja dan tingkat efektivitas
realisasi pendapatan Pemerintah Kota Banda Aceh selama periode
penelitian. Kedua indikator tersebut selanjutnya menjadi dasar
dalam menilai kinerja keuangan daerah Kota Banda Aceh secara

keseluruhan.
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan
pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisis serta
mengambarkan tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan APBK
Kota Banda Aceh berdasarkan data numerik yang diperoleh dari
Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Penelitian ini hanya
memfokuskan analisis pada dua komponen APBK, yaitu pendapatan
daerah dan belanja daerah, sedangkan komponen pembiayaan tidak
dijadikan objek penelitian karena berfungsi sebagai instrumen
penyeimbang anggaran dan tidak secara langsung mencerminkan
kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan
maupun mengelola belanja. Pendekatan kuantitatif dipilih karena
data yang dianalisis berupa data angka yang bersumber dari laporan
keuangan daerah. Adapun pendekatan deskriptif digunakan untuk
memberikan gambaran secara objektif mengenai kondisi aktual
pengelolaan keuangan daerah berdasarkan hasil perhitungan rasio

efisiensi dan efektivitas (Aziza, 2023).

Menurut Sugiyono (2013) metode kuantitatif merupakan
metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme dan
menggunakan data berbentuk angka yang dianalisis dengan teknik
statistik. Metode ini juga mengikuti kaidah ilmiah, yaitu bersifat

empiris, objektif, rasional, sistematis, dan terukur. Dengan
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menggunakan pendekatan tersebut, penelitian ini berfokus pada
pengolahan dan analisis data keuangan daerah untuk memberikan
gambaran mengenai tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan

APBK Kota Banda Aceh selama periode penelitian.

3.2 Objek, Lokasi dan Periode Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah kinerja pengelolaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) yang
diukur melalui tingkat Efisiensi dan Efektivitas anggaran terhadap
realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Fokus
utama penelitian in1 adalah menganalisis tingkat kesesuaian antara
anggaran yang direncanakan dengan realisasi anggaran, khususnya
pada komponen pendapatan dan belanja daerah, guna menilai sejauh

mana kinerja keuangan daerah telah berjalan secara optimal.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh, sebagai
ibu kota Provinsi Aceh yang memiliki karakteristik fiskal dan
dinamika pembangunan daerah yang relatif kompleks. Pemilihan
Kota Banda Aceh sebagai lokasi penelitian didasarkan pada
pertimbangan bahwa daerah ini merupakan pusat pemerintahan,
ekonomi, dan pelayanan publik di Provinsi Aceh, sehingga
pengelolaan keuangan daerahnya memiliki peran strategis dalam

mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Periode penelitian yang digunakan adalah tahun 2015 sampai
dengan 2024. Pemilihan periode tersebut bertujuan untuk

memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kinerja
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keuangan daerah dalam jangka menengah hingga panjang. Selain itu,
rentang waktu ini dianggap relevan karena mencerminkan kondisi
pengelolaan keuangan daerah sebelum dan sesudah berbagai
perubahan kebijakan fiskal serta dinamika pembangunan daerah,
sehingga hasil penelitian diharapkan mampu memberikan analisis

yang lebih aktual dan representatif.

Adapun pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan
Januari hingga A tahun 2026, yang mencakup kegiatan
pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, hingga

penyusunan laporan penelitian.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui
dokumen resmi. Data sekunder merupakan sumber data penelitian
yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara,
sehingga tidak dikumpulkan sendiri oleh peneliti melainkan dari
sumber yang telah tersedia sebelumnya, seperti dokumen, literatur,

atau hasil pengumpulan pihak lain (Mardiasmo, 2018)

Penulis memperoleh data penelitian berupa data APBD
Pemerintah Kota Banda periode Tahun Anggaran 2015-2024 yang
bersumber dari portal resmi Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Data

tersebut digunakan sebagai data sekunder dalam penelitian untuk
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menganalisis tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan APBK

Kota Banda Aceh.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian deskriptif
kuantitatif ini adalah dokumentasi, yaitu mengumpulkan data
numerik dari laporan keuangan daerah (LKPD dan realisasi APBD)
Kota Banda Aceh periode 2015-2024 yang relevan dengan variabel
efisiensi dan efektivitas anggaran. Metode dokumentasi dipilih
sebagai teknik utama karena sifat data sekunder yang mudah diakses
dari situs Pemerintah Kota Banda Aceh dan portal DJPK Kemenkeu.
Pendekatan ini sesuai dengan karakteristik penelitian deskriptif
kuantitatif yang menekankan pengumpulan data numerik untuk

analisis statistik sederhana.

3.5 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional ~ variabel merupakan penjelasan
mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian,
termasuk cara pengukuran, rumus, serta kriteria penilaiannya. Dalam
penelitian ini, variabel yang digunakan adalah efisiensi dan

efektivitas pengelolaan anggaran.
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Tabel 3. 1
Definisi Operasional Variabel

Variabel

Rumus

Penjelasan

Sumber

Efisiensi
Belanja
APBK

Rasio Belanja Daerah
Realisasi Belanja

- Anggaran Belanja

X 100%

Mengukur
tingkat
penghematan
anggaran,
yaitu
seberapa
besar
realisasi
belanja
dibandingkan
dengan
anggaran
yang telah
ditetapkan.
Semakin
kecil
persentase,
semakin
efisien
penggunaan
anggaran.

Kemendagri
No0.690.900.327
Tahun 1996

Efektivi-
tas
Pendapa-
tan APBK

Rasio Efektivitas

_ Realisasi Pendapatan

~ Anggaran Pendapatan

X 100%

Mengukur
kemampuan
pemerintah
daerah dalam
merealisasi-
kan  target
pendapatan
yang  telah
ditetapkan
dalam
APBD.
Semakin

tinggi

Kemendagri
N0.690.900.327
Tahun 1996
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persentase,
semakin
efektif
kinerja
pengelolaan
anggaran.

3.6

Teknik Analisis data

1. Tahap Pengolahan Data

Tahap pengolahan data adalah langkah awal dalam

analisis kuantitatif yang bertujuan mengubah data mentah

menjadi informasi yang siap dianalisis. Dalam penelitian ini,

data yang digunakan ialah data sekunder berupa data APBD

dan Laporan Realisasi (LRA) Pemerintah Daerah Kota
Banda Aceh Periode 2015-2024. Berikut adalah tahap dalam

pengolahan data:

a.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik
dokumentasi, dengan cara menghimpun data dari
dokumen resmi yang dipublikasikan oleh instansi
pemerintah. Data yang dikumpulkan berasal dari
Laporan Realisasi Anggaran (LRA), diperoleh
melalui  situs resmi Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian
Keuangan Republik Indonesia serta portal resmi

Pemerintah Kota Banda Aceh.
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Data yang dikumpulkan meliputi:

1. Target Pendapatan

2. Realisasi Pendapatan

3. Target Belanja Daerah

4. Realisasi Belanja Daerah

b. Perhitungan Rasio Efisiensi dan Efektivitas

Setelah data tersusun, langkah berikutnya

adalah menghitung rasio sebagai indikator kinerja

pengelolaan  keuangan  daerah, dengan

menggunakan rumus sebagai berikut.

1. Rasio Efisiensi

) \ . i Realisasi Belanja Daerah
Rasio Efisiensi belanja = - X 100%
Anggaran Belanja

2. Rasio Efektivitas

) .. Realisasi Pendapatan
Rasio Efektivitas Pendapatan = X 100%
Anggaran Pendapatan

2. Tahap Interpretasi

Tahap interpretasi merupakan proses penafsiran
terhadap hasil perhitungan rasio efisiensi dan rasio
efektivitas untuk menilai kinerja pengelolaan APBK Kota
Banda Aceh. Interpretasi dilakukan dengan membandingkan

hasil rasio yang diperoleh dengan kriteria penilaian kinerja
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keuangan daerah yang mengacu pada Kepmendagri Nomor

690.900.327 Tahun 1996.

a.

Interpretasi Rasio Efisiensi
Interpretasi rasio efisiensi dilakukan dengan
membandingkan nilai rasio realisasi belanja
terhadap anggaran belanja pada setiap tahun
pengamatan. Nilai rasio tersebut kemudian
diklasifikasikan ke dalam kategori tingkat
efisiensi berdasarkan kriteria penilaian kinerja
keuangan daerah.
Secara metodologis, hasil rasio efisiensi akan
diinterpretasikan sebagai berikut:

Rasio >100% Tidak efisien

Rasio 90%-100% Kurang Efisien

Rasio 80%-90% Cukup efisien

Rasio 60%-80% Efisien

Rasio <60% Sangat efisien

Menurut klasifikasi ini, peneliti dapat menilai
sejauh mana pemerintah daerah mampu
mengelola anggaran belanja secara hemat dan
optimal. Interpretasi efisiensi tidak hanya
difokuskan pada besaran angka, tetapi juga pada

kecenderungan perubahan rasio antar tahun
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sebagai indikator kualitas perencanaan dan

pengendalian belanja.

Prosedur Interpretasi Rasio Efektivitas
Interpretasi rasio efektivitas dilakukan dengan
membandingkan realisasi pendapatan terhadap
target pendapatan daerah yang telah ditetapkan
dalam APBD. Nilai rasio efektivitas digunakan
untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah
dalam merealisasikan potensi pendapatan yang
direncanakan.
Kriteria interpretasi efektivitas yang digunakan
dalam penelitian ini adalah:

Rasio >100% Sangat efektif.

Rasio 90%-100% Efektif.

Rasio 80%-90% Cukup efektif

Rasio 60%-80% Kurang efektif.

Rasio <60 % Tidak efektif

Interpretasi rasio efektivitas diarahkan untuk
menilai kinerja fiskal dari sisi penerimaan,
khususnya dalam konteks optimalisasi sumber-

sumber pendapatan daerah.
Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah proses

pengolahan dan interpretasi data selesai
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dilakukan. Kesimpulan penelitian ditarik dengan
mempertimbangkan beberapa aspek analisis,

yaitu:

1. Analisis per tahun
Menganalisis  rasio  efisiensi  dan
efektivitas pada setiap tahun untuk
mengetahui kategori kinerja keuangan
daerah pada masing-masing periode.

2. Analisis rata-rata
Mengitung nilai rata-rata efisiensi dan
efektivitas  selama periode penelitian
tahun 2015-2024 untuk memperoleh
gambaran umum kinerja pengelolaan
APBK.

3. Analisis tren
Mengindentifikasi kecenderungan
perubahan rasio efisiensi dan efektivitas
dari tahun ke tahun untuk mengetahui
apakah kinerja pengelolaan APBK
mengalami peningkatan, penurunan atau

relatif stabil.

Berdasarkan ketiga analisis tersebut, kemudian
ditarik kesimpulan mengenai tingkat efisiensi dan

efektivitas pengelolaan APBK Kota Banda Aceh
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selama periode 2015-2024 sebagai jawaban atas

rumusan masalah penelitian.

69



4.1

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Profil Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Aceh
yang memiliki peran strategis sebagai pusat pemerintahan,
perekonomian, pendidikan, dan pelayanan publik di wilayah
Aceh. Secara geografis, Kota Banda Aceh terletak pada
posisi 5°16°157-5°36’16" Lintang Utara dan 95°16°15"—
95°22°35” Bujur Timur dengan luas wilayah sekitar 61,36
km?. Kota Banda Aceh terdiri atas sembilan kecamatan, yaitu
Meuraxa, Jaya Baru, Banda Raya, Baiturrahman, Lueng
Bata, Kuta Alam, Kuta Raja, Syiah Kuala, dan Ulee Kareng.
Sebagai pusat pemerintahan Provinsi Aceh, Kota Banda
Aceh memiliki aktivitas pembangunan dan pelayanan publik
yang relatif tinggi sehingga membutuhkan pengelolaan
keuangan daerah yang efektif dan efisien untuk mendukung
penyelenggaraan  pemerintahan  serta  peningkatan

kesejahteraan masyarakat.
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Gambar 4.1

Peta Demografi Wilayah Kota Banda Aceh

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
“\ KOTA BANDA ACEH TAHUN 2009-2029
\
\

PETA POLA RUANG
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2029

Sumber: Bappeda Kota Banda Aceh

Selain menjalankan fungsi administratif sebagai ibu
kota provinsi, Kota Banda Aceh juga menjadi pusat
pertumbuhan ekonomi dan jasa yang berkontribusi terhadap
perkembangan wilayah sekitarnya. Kondisi tersebut
menjadikan kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah
semakin kompleks, sehingga pengelolaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) memiliki
peran penting dalam mendukung keberhasilan program

pembangunan daerah.
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4.1.2 Gambaran Umum Pengelolaan APBK Kota
Banda Aceh

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota
(APBK) merupakan instrumen utama dalam pengelolaan
keuangan daerah yang digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan, dan
pelayanan kepada masyarakat. APBK Kota Banda Aceh
disusun setiap tahun berdasarkan kebutuhan pembangunan
daerah serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku (Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8
Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 2022).

Selama periode 20152024, APBK Kota Banda Aceh
menunjukkan perkembangan yang dinamis baik dari sisi
pendapatan maupun belanja daerah. Pendapatan daerah Kota
Banda Aceh bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD),
pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang
sah. Sementara itu, belanja daerah digunakan untuk
mendanai berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah
yang  bertujuan  meningkatkan pelayanan  publik,

pembangunan infrastruktur, serta kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan APBK Kota
Banda Aceh menghadapi berbagai tantangan, seperti
fluktuasi pendapatan daerah, perubahan kebijakan fiskal

pemerintah pusat, serta kebutuhan pembangunan yang terus
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4.2

meningkat. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan
anggaran yang efektif untuk memastikan target pendapatan
dapat tercapai dan pengelolaan anggaran yang efisien agar
sumber daya keuangan daerah dapat dimanfaatkan secara
optimal. Kondisi tersebut menjadi alasan penting
dilakukannya analisis terhadap tingkat efektivitas dan
efisiensi pengelolaan APBK Kota Banda Aceh selama
periode 2015-2024.

Deskripsi Data Penelitian

4.2.1 Deskripsi Data Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran
pemerintah daerah yang digunakan untuk mendanai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
serta pelayanan kepada masyarakat dalam satu periode
anggaran. Dalam pengelolaan APBK, belanja daerah
memiliki peran penting sebagai instrumen untuk
mewujudkan program dan kegiatan yang telah direncanakan
pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengelolaan belanja
daerah yang baik diperlukan agar pelaksanaan pembangunan
dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan

yang telah ditetapkan (Febrianti, 2025).

Berdasarkan ketentuan pengelolaan keuangan daerah
yang diatur dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020,

belanja daerah pada umumnya terdiri atas belanja operasi,
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belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Belanja operasi digunakan untuk membiayai kegiatan
pemerintahan sehari-hari, seperti belanja pegawai, belanja
barang dan jasa, belanja hibah, serta belanja bantuan sosial.
Belanja modal digunakan wuntuk memperoleh atau
menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari
satu periode akuntansi. Sementara itu, belanja tidak terduga
dialokasikan untuk kebutuhan yang sifatnya darurat atau
tidak dapat diprediksi sebelumnya, sedangkan belanja
transfer merupakan pengeluaran yang diberikan kepada
pemerintah daerah lain atau pihak tertentu sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, 2020).

Dalam penelitian ini, data belanja daerah yang
digunakan meliputi anggaran belanja dan realisasi belanja
Pemerintah Kota Banda Aceh selama periode 2015-2024
yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
Data  tersebut  digunakan untuk  menggambarkan
perkembangan pengeluaran daerah dari tahun ke tahun serta
menjadi dasar dalam analisis efisiensi pengelolaan APBK
Kota Banda Aceh selama periode penelitian. Berikut tabel
data Target dan Realisasi belanja Daerah Kota Banda Aceh
Periode 2015-2024.
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Tabel 4. 1

Data Belanja Daerah
Tahun Anggaran Belanja Realisasi Belanja
2015 Rp1.168.955.301.261,00 | Rpl.189.391.758.858,07
2016 Rp1.315.853.038.568,00 | Rpl1.331.611.774.488,68
2017 Rp1.248.393.437.876,00 | Rpl.225.243.124.297,54
2018 Rp1.213.749.597.835,00 | Rpl.173.868.935.018,67
2019 Rp1.315.342.495.148,00 | Rp1.230.049.045.898,61
2020 Rp1.417.727.882.212,00 Rp1.272.346.415.655,20
2021 Rp1.318.211.486.346,00 Rp1.207.566.184.958,10
2022 Rp1.378.971.730.417,00 Rp1.334.880.241.909,79
2023 Rp1.262.484.843.145,00 Rp1.283.554.951.051,00
2024 Rp1.317.952.493.749,00 | Rpl.342.398.868.864,30

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan RI, Laporan Realisasi Anggaran
Pemerintah Kota Banda Aceh (diolah penulis), 2015—-2024.

Berdasarkan data anggaran belanja Pemerintah Kota
Banda Aceh Tahun 2015-2024, dapat diketahui bahwa
alokasi belanja daerah mengalami perkembangan yang
berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada beberapa periode,
anggaran belanja menunjukkan peningkatan sebagai bentuk
upaya pemerintah daerah dalam memperluas program
pembangunan dan pelayanan publik. Namun, pada periode
lainnya terjadi penurunan anggaran yang dapat dipengaruhi
oleh berbagai faktor, seperti perubahan kebijakan fiskal,
kondisi ekonomi daerah, maupun penyesuaian terhadap

kemampuan pendapatan daerah.
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Secara umum, perkembangan anggaran belanja
selama  periode  penelitian  menunjukkan  adanya
kecenderungan peningkatan dibandingkan awal periode
pengamatan. Hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan
pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah
semakin besar seiring dengan meningkatnya tuntutan
pelayanan publik dan pelaksanaan program pembangunan.
Peningkatan alokasi anggaran tersebut mencerminkan
komitmen pemerintah  daerah dalam  mendukung
penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan serta

pencapaian target pembangunan daerah.

4.2.3 Deskripsi Data Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan salah satu komponen
utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota
(APBK) yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan
berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah.
Ketersediaan pendapatan daerah yang memadai menjadi
faktor penting dalam mendukung penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pemberian
pelayanan publik kepada masyarakat. Semakin besar
pendapatan yang diperoleh daerah, maka semakin besar pula
kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan
pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, pengelolaan pendapatan daerah yang baik

menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata
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kelola keuangan daerah yang efektif dan berkelanjutan (M.
Putri et al., 2026).

Berdasarkan  ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah,
pendapatan daerah pada dasarnya terdiri atas beberapa
sumber utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD),
pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang
sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang
bersumber dari potensi ekonomi daerah, seperti pajak daerah,
retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Sementara itu,
pendapatan transfer merupakan dana yang berasal dari
pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi yang
diberikan kepada daerah untuk mendukung pelaksanaan
urusan pemerintahan dan pembangunan daerah. Adapun
lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan penerimaan
yang diperoleh daerah dari sumber lain sesuai dengan
ketentuan peraturan yang berlaku. Ketiga komponen tersebut
secara bersama-sama menjadi sumber pendanaan bagi
Pemerintah Kota Banda Aceh dalam melaksanakan berbagai
program pembangunan dan pelayanan publik (Aji et al,

2018).

Dalam proses penyusunan APBK, pemerintah daerah

terlebih dahulu menetapkan target pendapatan yang akan
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dicapai dalam satu tahun anggaran berdasarkan potensi
penerimaan dan proyeksi kondisi ekonomi yang ada. Target
pendapatan tersebut kemudian menjadi dasar dalam
penyusunan program, kegiatan, dan alokasi belanja daerah.
Oleh karena itu, pencapaian target pendapatan memiliki
peran yang sangat penting dalam pelaksanaan APBK.
Apabila realisasi pendapatan mampu mencapai atau bahkan
melampaui target yang telah ditetapkan, maka pemerintah
daerah memiliki kapasitas fiskal yang lebih baik dalam
membiayai berbagai kebutuhan pembangunan. Sebaliknya,
apabila realisasi pendapatan berada di bawah target, maka
dapat: memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam
melaksanakan  program  dan kegiatan yang telah
direncanakan. Dengan demikian, tingkat pencapaian target
pendapatan dapat memberikan gambaran mengenai
kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan
merealisasikan sumber-sumber penerimaan yang dimiliki

(Gazali et al., 2025).

Berdasarkan pentingnya peran pendapatan daerah
dalam mendukung pelaksanaan APBK, maka perlu
dilakukan analisis terhadap perkembangan target dan
realisasi pendapatan daerah Kota Banda Aceh selama
periode 2015-2024. Analisis tersebut bertujuan untuk
memberikan gambaran mengenai kondisi pendapatan daerah

serta menjadi dasar dalam menilai tingkat efektivitas
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pengelolaan APBK Kota Banda Aceh pada periode

penelitian. Berikut di bawah ini data Target dan Realisasi

pendapatan selama periode 2015-2024.

Tabel 4. 2
Tabel Belanja Daerah
Tahun Anggaran Pendapatan Realisasi Pendapatan
2015 Rp1.162.575.219.697,00 Rp1.217.566.428.915,33
2016 Rp1.318.333.638.568,00 Rp1.321.704.923.080,05
2017 Rp1.247.693.437.876,00 Rp1.244.415.059.118,86
2018 Rp1.210.549.597.835,00 Rp1.135.914.599.521,72
2019 Rp1.293.142.495.148,00 Rp1.215.834.088.158,63
2020 Rp1.415.527.882.212,00 Rp1.258.996.719.879,62
2021 Rp1.319.511.486.346,00 Rp1.209.597.173.418,43
2022 Rp1.374.271.730.417,00 Rp1.355.586.767.032,27
2023 Rp1.255.284.843.145,00 Rp1.272.623.511.811,00
2024 Rp1.291.078.903.748,00 Rp1.348.293.466.049,35

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan RI, Laporan Realisasi Anggaran
Pemerintah Kota Banda Aceh (diolah penulis), 2015—-2024.

Berdasarkan Tabel 4.1, terdapat perbedaan antara
target dan realisasi pendapatan daerah pada setiap tahun
pengamatan. Pada beberapa tahun realisasi pendapatan
mampu melampaui target yang telah ditetapkan, sedangkan
pada tahun lainnya realisasi masih berada di bawah target.
Besaran selisih tersebut menunjukkan adanya fluktuasi
dalam pencapaian target pendapatan daerah selama periode
2015-2024. Secara umum, perbedaan antara target dan

realisasi pendapatan cenderung bervariasi dari tahun ke
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4.3

tahun, yang mengindikasikan adanya perubahan kondisi

penerimaan daerah selama periode penelitian.

Analisis Efisiensi Pengelolaan APBK Kota Banda Aceh

2015-2024

Efisiensi digunakan untuk mengukur tingkat penghematan

penggunaan anggaran daerah dalam menghasilkan pendapatan yang

diperoleh pemerintah daerah. Rasio efisiensi dihitung dengan

membandingkan realisasi belanja daerah terhadap anggaran belanja

yang ditetapkan dalam satu tahun anggaran. Adapun rumus yang

digunakan adalah sebagai berikut:

Realisasi Belanja Daerah

Rasio Efisiensi belanja = - X 100%
\ Anggaran Belanja
Tabel 4. 3
Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi

. - . Rasio Kriteria
Tahun Anggaran Belanja Realisasi Belanja Efisiensi | Efisiensi
Tidak

2015 | Rpl1.168.955.301.261,00 | Rp1.189.391.758.858,07 | 101,75% .
Efisien

Tidak

2016 | Rp1.315.853.038.568,00 | Rp1.331.611.774.488,68 | 101,20% .
Efisien

Kurang

2017 | Rp1.248.393.437.876,00 | Rp1.225.243.124.297,54 | 98,15% .
Efisien

Kurang

2018 | Rp1.213.749.597.835,00 | Rp1.173.868.935.018,67 | 96,71% .
Efisien

Kurang

2019 | Rpl1.315.342.495.148,00 | Rp1.230.049.045.898,61 | 93,52% .
Efisien

Cukup

2020 | Rpl1.417.727.882.212,00 | Rp1.272.346.415.655,20 | 89,75% Efisien
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Kurang

2021 | Rp1.318.211.486.346,00 | Rp1.207.566.184.958,10 | 91,61% .
Efisien

Kurang

2022 | Rp1.378.971.730.417,00 | Rp1.334.880.241.909,79 | 96,80% Efisi
isien

Tidak

2023 | Rp1.262.484.843.145,00 | Rp1.283.554.951.051,00 | 101,67% .
Efisien

Tidak

2024 | Rp1.317.952.493.749,00 | Rp1.342.398.868.864,30 | 101,85% .
Efisien

. . Kurang

Rata-rata Rasio Efisiensi 97,30% .

Efisien

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan RI, Laporan Realisasi Anggaran
Pemerintah Kota Banda Aceh (diolah penulis), 2015-2024

Berdasarkan Tabel 4.3, rasio efisiensi pengelolaan APBK
Kota Banda Aceh selama periode 2015-2024 menunjukkan fluktuasi
dengan nilai berkisar antara 89,75% hingga 101,85%. Hasil
perhitungan menunjukkan bahwa selama periode penelitian tidak
terdapat tahun yang mencapai kategori efisien maupun sangat
efisien. Sebagian besar rasio efisiensi berada pada kategori kurang
efisien, yaitu pada tahun 2017, 2018, 2019, 2021, dan 2022.
Sementara itu, tahun 2020 termasuk dalam kategori cukup efisien.
Adapun tahun 2015, 2016, 2023, dan 2024 berada pada kategori
tidak efisien karena realisasi belanja melebihi anggaran yang telah

ditetapkan.

Rasio efisiensi tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar
101,85%, diikuti tahun 2015 sebesar 101,75%, tahun 2023 sebesar
101,67%, dan tahun 2016 sebesar 101,20%. Berdasarkan kriteria
Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996, kondisi tersebut

menunjukkan bahwa realisasi belanja telah melampaui anggaran
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yang ditetapkan sehingga pengelolaan belanja pada tahun-tahun
tersebut termasuk dalam kategori tidak efisien. Sebaliknya, rasio
efisiensi terendah terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar 89,75%,
sehingga termasuk dalam kategori cukup efisien. Kondisi ini
menunjukkan bahwa realisasi belanja masih berada di bawah
anggaran yang telah dialokasikan dan mencerminkan pengendalian

belanja yang relatif lebih baik dibandingkan tahun-tahun lainnya.

Secara keseluruhan, rata-rata rasio efisiensi pengelolaan
APBK Kota Banda Aceh selama periode 2015-2024 adalah sebesar
97,30%. Berdasarkan kriteria Kepmendagri Nomor 690.900.327
Tahun 1996, nilai tersebut berada pada kategori kurang efisien. Hal
ini menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah selama periode
penelitian pada umumnya masih sangat mendekati anggaran yang
telah ditetapkan, bahkan pada beberapa tahun realisasinya
melampaui  anggaran  yang tersedia. Kondisi  tersebut
mengindikasikan = bahwa pengelolaan belanja daerah belum
sepenuhnya mampu mencapai tingkat efisiensi yang optimal. Oleh
karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas perencanaan
anggaran, penguatan pengendalian pelaksanaan belanja, serta
optimalisasi penggunaan sumber daya daerah agar tingkat efisiensi
pengelolaan APBK Kota Banda Aceh dapat menjadi lebih baik pada
periode berikutnya.
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4.4  Analisis Efektivitas Pengelolaan APBK Kota Banda
Aceh 2015-2024

Efektivitas digunakan untuk mengukur kemampuan
pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan yang telah
ditargetkan. Semakin tinggi tingkat pencapaian target pendapatan,
maka semakin efektif pengelolaan pendapatan daerah yang
dilakukan. Rasio efektivitas dihitung dengan membandingkan
realisasi pendapatan daerah terhadap target/anggaran pendapatan
daerah yang telah ditetapkan dalam satu tahun anggaran. Adapun

rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

. Yy Realisasi Pendapatan
Rasio Efektivitas Pendapatan = X 100%
Anggaran Pendapatan

Perhitungan Tahun 2015

Rasio Efekiivitas = L217:56642891533
asto BV = T17162.575.219.697,00 ’

=104,73%

Hasil tersebut termasuk kategori Sangat Efektif
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Tabel 4. 4

Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas

Rasio L
- e Kriteria
Tahun | Anggaran Pendapatan Realisasi Pendapatan Efel;:wlt Efektivitas
Sangat
2015 | Rpl.162.575.219.697,00 | Rp1.217.566.428.915,33 | 104,73% .
Efektif
Sangat
2016 | Rpl.318.333.638.568,00 | Rp1.321.704.923.080,05 | 100,26% .
Efektif
2017 | Rpl1.247.693.437.876,00 | Rp1.244.415.059.118,86 | 99,74% Efektif
2018 | Rpl1.210.549.597.835,00 | Rpl.135.914.599.521,72 93,83% Efektif
2019 | Rpl1.293.142.495.148,00 | Rp1.215.834.088.158,63 94,02% Efektif
2020 | Rp1.415.527.882.212,00 | Rp1.258.996.719.879,62 88,94% Cukup
Efektif
2021 | Rpl1.319.511.486.346,00 | Rp1.209.597.173.418,43 91,67% Efektif
2022 | Rpl1.374.271.730.417,00 | Rp1.355.586.767.032,27 | 98,64% Efektif
o Sangat
2023 | Rpl1.255.284.843.145,00 | Rp1.272.623.511.811,00 | 101,38% .
Efektif
o Sangat
2024 | Rpl1.291.078.903.748,00 | Rp1.348.293.466.049,35 | 104,43% Efektif
. AN Sangat

(V)
Rata-rata Rasio Efektivitas 97,76% Efektif
Sumber: DJPK Kementerian Keuangan RI, Laporan Realisasi Anggaran

Pemerintah Kota Banda Aceh (diolah penulis), 2015—2024.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas pengelolaan

pendapatan daerah Pemerintah Kota Banda Aceh periode 2015—

2024, terlihat bahwa tingkat efektivitas mengalami fluktuasi dari

tahun ke tahun. Rasio efektivitas diperoleh dengan membandingkan

realisasi pendapatan terhadap anggaran pendapatan, sehingga

semakin tinggi persentase yang dihasilkan menunjukkan semakin

baik kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target

pendapatan yang telah ditetapkan.
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Pada tahun 2015, rasio efektivitas mencapai 104,73%,
sehingga termasuk dalam kategori sangat efektif. Hasil tersebut
menunjukkan bahwa realisasi pendapatan sebesar Rpl,22 triliun
mampu melampaui target pendapatan sebesar Rpl,16 triliun.
Kondisi serupa juga terjadi pada tahun 2016 dengan rasio efektivitas
sebesar 100,26% yang dikategorikan sangat efektif karena realisasi
pendapatan sedikit melebihi target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2017, rasio efektivitas tercatat sebesar 99,74%
dan termasuk dalam kategori efektif. Meskipun realisasi pendapatan
hampir mencapai target yang ditetapkan, nilainya masih sedikit
berada di bawah 100% sehingga belum masuk dalam kategori sangat
efektif. Selanjutnya, pada tahun 2018 dan 2019 rasio efektivitas
masing-masing sebesar 93,83% dan 94,02%, yang juga berada pada
kategori efektif. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar target
pendapatan berhasil direalisasikan meskipun belum sepenuhnya

mencapai target yang direncanakan.

Pada tahun 2020, tingkat efektivitas mengalami penurunan
menjadi 88,94%, sehingga termasuk dalam kategori cukup efektif.
Rasio ini merupakan tingkat efektivitas terendah selama periode
penelitian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa realisasi
pendapatan masih berada di bawah target yang telah ditetapkan
sehingga kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target

pendapatan mengalami penurunan pada tahun tersebut.
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Pada tahun 2021, efektivitas kembali meningkat menjadi
91,67% dan masuk dalam kategori efektif. Peningkatan ini berlanjut
pada tahun 2022 dengan rasio efektivitas sebesar 98,64%, yang
menunjukkan bahwa realisasi pendapatan semakin mendekati target
yang telah ditetapkan. Sementara itu, pada dua tahun terakhir, yaitu
2023 dan 2024, rasio efektivitas kembali meningkat hingga
mencapai 101,38% dan 104,43%. Kedua tahun tersebut termasuk
dalam kategori sangat efektif karena realisasi pendapatan berhasil
melampaui target yang telah direncanakan. Kondisi ini menunjukkan
bahwa kemampuan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam
merealisasikan pendapatan mengalami peningkatan pada akhir

periode penelitian.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa
tingkat efektivitas pengelolaan pendapatan daerah Pemerintah Kota
Banda Aceh selama periode 2015-2024 berada pada kategori efektif
dengan rata-rata rasio efektivitas sebesar 97,76%. Berdasarkan
kriteria Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996, nilai
tersebut berada pada rentang 90%—-100%, sehingga termasuk dalam
kategori efektif. Dari sepuluh tahun pengamatan, terdapat empat
tahun yang termasuk kategori sangat efektif, yaitu tahun 2015, 2016,
2023, dan 2024. Selain itu, terdapat lima tahun yang berada pada
kategori efektif, yaitu tahun 2017, 2018, 2019, 2021, dan 2022, serta
satu tahun yang termasuk kategori cukup efektif, yaitu tahun 2020.
Selama periode penelitian tidak terdapat tahun yang masuk dalam

kategori kurang efektif maupun tidak efektif. Temuan ini
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menunjukkan bahwa secara umum Pemerintah Kota Banda Aceh

memiliki kemampuan yang baik dalam merealisasikan target

pendapatan yang telah ditetapkan dalam APBK. Meskipun

demikian, fluktuasi rasio efektivitas yang terjadi pada beberapa

tahun menunjukkan bahwa pencapaian target pendapatan masih

dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari kondisi

ekonomi daerah maupun kebijakan pengelolaan pendapatan yang

diterapkan pada masing-masing periode anggaran

4.5

Pembahasan

4.5.1 Analisis Efisiensi APBK Kota Banda Aceh

Berdasarkan hasil analisis rasio efisiensi periode
2015-2024, tingkat efisiensi pengelolaan APBK Kota Banda
Aceh menunjukkan kondisi yang berfluktuasi. Dari sepuluh
tahun pengamatan, terdapat empat tahun yang termasuk
kategori tidak efisien, yaitu tahun 2015, 2016, 2023, dan
2024; lima tahun termasuk kategori kurang efisien, yaitu
tahun 2017, 2018, 2019, 2021, dan 2022; serta satu tahun
termasuk kategori cukup efisien, yaitu tahun 2020. Secara
keseluruhan, rata-rata rasio efisiensi sebesar 97,30 persen
sehingga pengelolaan APBK Kota Banda Aceh selama
periode penelitian berada pada kategori kurang efisien
berdasarkan kriteria Kepmendagri Nomor 690.900.327
Tahun 1996.
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Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi,
pengelolaan belanja daerah Kota Banda Aceh pada tahun
2015 memperoleh nilai sebesar 101,75%, sehingga termasuk
dalam kategori tidak efisien menurut kriteria Kepmendagri
Nomor 690.900.327 Tahun 1996. Rasio tersebut
menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah sebesar
Rp1.189.391.758.858,07 lebih tinggi dibandingkan anggaran
belanja yang digunakan dalam perhitungan, yaitu sebesar
Rp1.168.955.301.261,00. Dengan demikian, penggunaan
anggaran pada tahun 2015 belum dapat dikatakan efisien
karena jumlah pengeluaran yang direalisasikan melebihi

anggaran yang telah direncanakan.

Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai
faktor, baik yang berasal dari pelaksanaan anggaran maupun
kondisi perekonomian daerah. Salah satu faktor yang diduga
turut memengaruhi adalah tingginya tingkat inflasi yang
terjadi di Kota Banda Aceh pada tahun 2015. Berdasarkan
data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi Kota Banda
Aceh secara tahunan (year-on-year) pada Juni 2015
mencapai 6,12 persen. Tingkat inflasi yang relatif tinggi
tersebut menunjukkan adanya kenaikan harga barang dan
jasa yang dapat meningkatkan biaya pelaksanaan program
dan kegiatan pemerintah daerah. Kenaikan harga tersebut
berpotensi menyebabkan kebutuhan belanja pemerintah

menjadi lebih besar dari yang telah direncanakan
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sebelumnya, terutama pada belanja barang dan jasa yang
berkaitan dengan operasional pemerintahan dan pelayanan

publik (Pemerintah Aceh, 2015).

Selain dipengaruhi oleh faktor inflasi, realisasi
belanja yang melebihi anggaran juga dapat mencerminkan
adanya penyesuaian kebutuhan pembangunan dan pelayanan
masyarakat selama tahun anggaran berjalan. Sebagai ibu kota
Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh memiliki tanggung jawab
yang cukup besar dalam penyediaan layanan publik dan
pelaksanaan program pembangunan daerah. Oleh karena itu,
pemerintah daerah tetap dituntut untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat meskipun menghadapi perubahan kondisi
ekonomi. Dengan demikian, hasil rasio efisiensi tahun 2015
menunjukkan bahwa pengelolaan belanja daerah belum
efisien berdasarkan ukuran keuangan yang digunakan dalam
penelitian ini, meskipun begitu kondisi tersebut belum tentu
menggambarkan  rendahnya kualitas pelayanan atau
keberhasilan program yang dilaksanakan oleh pemerintah

daerah.

Jika dilihat dari yang tersedia realisasi belanja pada
tahun 2015 tersebut didominasi oleh belanja langsung yaitu
mencapai Rp533,16M dari target yang sebelumnya
ditetapkan Rp548,53M. Dalam belanja langsung terdapat

akun belanja pegawai langsung, belanja barang dan jasa serta
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belanja modal, dan yang paling besar jumlahnya ada pada

belanja barang dan jasa.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi,
pengelolaan belanja daerah Kota Banda Aceh pada tahun
2016 memperoleh nilai sebesar 101,20 persen sehingga
termasuk dalam kategori tidak efisien menurut Kepmendagri
Nomor 690.900.327 Tahun 1996. Rasio tersebut
menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah sebesar
Rp1.331.611.774.489,49 lebih tinggi dibandingkan anggaran
belanja yang ditetapkan sebesar Rp1.315.853.038.568,00.
Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengeluaran pemerintah
daerah pada tahun 2016 melampaui jumlah anggaran yang
digunakan sebagai dasar perencanaan sehingga penggunaan

anggaran belum dapat dikatakan efisien.

Salah satu fenomena yang dapat menjelaskan kondisi
tersebut adalah meningkatnya aktivitas pembangunan di
Provinsi Aceh pada tahun 2016. Berdasarkan data Badan
Pusat Statistik (BPS) Aceh, perekonomian Aceh tumbuh
sebesar 3,31 persen pada tahun 2016, sedangkan
pertumbuhan ekonomi tanpa migas mencapai 4,31 persen.
Dari sisi lapangan usaha, sektor konstruksi menjadi sektor
dengan pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 12,81 persen.
Tingginya pertumbuhan sektor konstruksi menunjukkan

adanya peningkatan aktivitas pembangunan infrastruktur dan
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sarana pendukung pelayanan publik yang membutuhkan
alokasi belanja pemerintah dalam jumlah besar. Sebagai ibu
kota provinsi, Kota Banda Aceh berperan sebagai pusat
pemerintahan, perdagangan, dan jasa sehingga kebutuhan
belanja untuk mendukung pembangunan daerah cenderung
meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi

dan pembangunan tersebut (BPS Aceh, 2016).

Selain itu, pemerintah daerah juga dituntut untuk
terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan
penyediaan  fasilitas pendukung masyarakat. Kondisi
tersebut dapat menyebabkan kebutuhan pengeluaran yang
lebih besar selama pelaksanaan program dan kegiatan
berlangsung. Akibatnya, realisasi belanja daerah menjadi
lebih tinggi dibandingkan anggaran yang telah direncanakan
pada awal tahun. Di sisi lain, Kota Banda Aceh juga masih
mengalami inflasi sebesar 3,13 persen pada tahun 2016 yang
turut berpotensi meningkatkan biaya pelaksanaan kegiatan
pemerintah, meskipun tingkat inflasi tersebut relatif lebih

rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Dengan demikian, kategori tidak efisien pada tahun
2016 tidak hanya menunjukkan bahwa realisasi belanja
melebihi anggaran yang ditetapkan, tetapi juga dapat
mencerminkan meningkatnya kebutuhan pendanaan untuk

mendukung pembangunan dan pelayanan publik di tengah
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pertumbuhan aktivitas ekonomi daerah. Oleh karena itu,
rasio efisiensi sebesar 101,20 persen mengindikasikan bahwa
pengelolaan belanja daerah Kota Banda Aceh pada tahun
2016 masih belum efisien berdasarkan ukuran keuangan

yang digunakan dalam penelitian ini.

Hal ini tercermin dalam data realisasi belanja yang
tercantum dalam LRA APBD, di mana anggaran belanja
daerah ditetapkan sebesar Rpl.315,85 M, sedangkan
realisasinya mencapai Rpl.331,61 M. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah melebihi
anggaran yang telah ditetapkan. Kelebihan realisasi tersebut
terutama dipengaruhi oleh beberapa akun belanja, khususnya
Belanja Barang dan Jasa yang terealisasi sebesar Rp305,19
M dari anggaran Rp252,56 M, serta Belanja Lainnya yang
mencapai Rp182,53 M dari anggaran Rp125,88 M. Kedua
akun tersebut menunjukkan realisasi yang lebih tinggi
dibandingkan pagu anggaran, sehingga turut berkontribusi
terhadap terlampauinya anggaran belanja daerah secara

keseluruhan.

Hasil perhitungan rasio efisiensi menunjukkan bahwa
pengelolaan belanja daerah Kota Banda Aceh selama periode
2017-2019 masih berada dalam kategori kurang efisien.
Pada tahun 2017 rasio efisiensi tercatat sebesar 98,15 persen,

kemudian menurun menjadi 96,71 persen pada tahun 2018
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dan 93,52 persen pada tahun 2019. Meskipun seluruh nilai
rasio tersebut masih berada dalam rentang 90-100 persen
yang dikategorikan kurang efisien menurut Kepmendagri
Nomor 690.900.327 Tahun 1996, tren penurunan rasio dari
tahun ke tahun menunjukkan adanya perbaikan dalam

pengelolaan belanja daerah.

Perbaikan tersebut terlihat dari semakin kecilnya
proporsi realisasi belanja terhadap anggaran yang telah
ditetapkan. Berbeda dengan kondisi tahun 2015 dan 2016
ketika realisasi belanja melampaui anggaran yang tersedia,
pada periode 2017-2019 realisasi belanja telah berada di
bawah anggaran yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan
bahwa pemerintah Kota Banda Aceh mulai mampu
mengendalikan pengeluaran daerah dengan lebih baik sesuai

dengan perencanaan anggaran yang telah disusun.

Di sisi lain, kondisi kurang efisien yang masih terjadi
pada periode tersebut mengindikasikan bahwa tingkat
penyerapan anggaran daerah masih relatif tinggi, yaitu
berada di atas 90 persen dari total anggaran yang tersedia.
Menurut kriteria efisiensi yang digunakan dalam penelitian
ini, tingkat penyerapan tersebut belum mencapai kategori
efisien. Dengan demikian, meskipun pengelolaan belanja
daerah menunjukkan kecenderungan yang semakin baik,

pemerintah daerah masih perlu meningkatkan optimalisasi
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penggunaan anggaran agar alokasi sumber daya yang

tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih efisien.

Kondisi tersebut berlangsung di tengah pertumbuhan
ekonomi Aceh yang relatif stabil. Berdasarkan data Badan
Pusat Statistik, perekonomian Aceh tumbuh sebesar 4,19
persen pada tahun 2017, meningkat menjadi 4,61 persen pada
tahun 2018, dan mencapai 4,15 persen pada tahun 2019.
Stabilitas pertumbuhan ekonomi tersebut menunjukkan
bahwa pemerintah daerah tetap berupaya menjalankan
berbagai program pembangunan dan pelayanan publik secara
berkelanjutan. Oleh karena itu, kategori kurang efisien pada
periode 2017-2019 tidak serta-merta menunjukkan buruknya
kinerja pengelolaan keuangan daerah, melainkan Ilebih
menggambarkan bahwa tingkat penggunaan anggaran masih
berada pada kisaran yang menurut standar Kepmendagri

belum memenuhi kategori efisien.

Belum optimalnya efisiensi pengelolaan belanja
daerah dapat dipengaruhi oleh adanya realisasi belanja pada
beberapa akun yang melebihi anggaran yang telah
ditetapkan. Berdasarkan data tahun 2017, realisasi belanja
daerah antara lain didominasi oleh Belanja Barang dan Jasa
yang mencapai Rp335,71 M dari anggaran Rp297,41 M serta
Belanja Lainnya sebesar Rp208,81 M dari anggaran
Rp156,50 M. Pada akun Belanja Lainnya, komponen yang
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menunjukkan selisih paling besar adalah Belanja Hibah,
dengan realisasi sebesar Rp68,11 M dari anggaran Rp11,04
M atau terdapat selisih sebesar Rp57,07 M. Kondisi tersebut
menunjukkan adanya realisasi belanja yang melampaui pagu
pada beberapa akun, sehingga turut memengaruhi tingkat

efisiensi belanja daerah pada tahun tersebut.

Pada tahun 2018, realisasi belanja daerah tercatat
sebesar Rpl.173,87 M dari anggaran Rpl.213,75 M.
Meskipun realisasi secara keseluruhan masih berada di
bawah anggaran, tingkat efisiensinya masih termasuk dalam
kategori kurang efisien. Berdasarkan komposisi belanja,
penggunaan anggaran terutama terlihat pada Belanja Modal
dan Belanja Lainnya. Belanja Modal terealisasi sebesar
Rp100,76 M dari anggaran Rp83,31 M, sedangkan Belanja
Lainnya mencapai Rp215,43 M dari anggaran Rp153,27 M.
Kedua akun tersebut menunjukkan realisasi yang melebihi
pagu yang telah ditetapkan dan menjadi salah satu faktor

yang memengaruhi tingkat efisiensi belanja daerah.

Pada tahun 2019, kondisi pengelolaan belanja daerah
relatif serupa dan masih berada dalam kategori kurang
efisien. Realisasi belanja mencapai Rpl1.230,05 M dari
anggaran sebesar Rp1.315,34 M. Berbeda dengan dua tahun
sebelumnya, penggunaan belanja pada tahun ini lebih banyak

terkonsentrasi pada Belanja Lainnya, yang terealisasi sebesar
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Rp223,46 M dari anggaran Rpl66,91 M. Di dalam
komponen tersebut, Belanja Hibah menunjukkan selisih
yang paling besar, yaitu realisasi sebesar Rp71,83 M dari
anggaran Rp10,63 M.

Belanja Hibah merupakan salah satu bentuk belanja
pemerintah daerah yang dialokasikan kepada pihak tertentu
dalam bentuk uang, barang, maupun jasa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah
bersifat tidak wajib, tidak mengikat, serta tidak dilakukan
secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, belanja
tersebut - dapat digunakan untuk mendukung berbagai
kegiatan kemasyarakatan, keagamaan, kesehatan maupun
pendidikan,  seperti = bantuan  kepada  organisasi
kemasyarakatan serta dukungan kepada lembaga pendidikan
atau madrasah dalam pemenuhan dan peningkatan sarana
prasarana. Tingginya realisasi Belanja Hibah dibandingkan
dengan pagu yang telah ditetapkan menunjukkan adanya
selisih yang cukup besar antara perencanaan anggaran dan
realisasi belanja pada akun tersebut (Peraturan Bupati

Mamuju Nomor 12 Tahun, 2011).

Pada tahun 2020, pengelolaan APBK Kota Banda
Aceh menghadapi tantangan yang cukup besar akibat
pandemi COVID-19 yang berdampak pada berbagai aspek

kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Berdasarkan
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hasil perhitungan, rasio efisiensi pengelolaan APBK Kota
Banda Aceh sebesar 89,75 persen sehingga termasuk dalam
kategori cukup efisien menurut kriteria Kepmendagri Nomor
690.900.327 Tahun 1996. Capaian tersebut menunjukkan
adanya perbaikan dibandingkan periode 2017-2019 yang
masih berada pada kategori kurang efisien. Kondisi ini
menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 yang pada
awalnya menjadi tantangan bagi pengelolaan keuangan
daerah  justru  mendorong  pemerintah  melakukan
pengendalian dan penyesuaian belanja secara lebih selektif
melalui kebijakan refocusing dan realokasi anggaran,
sehingga rasio efisiensi tahun 2020 mengalami perbaikan
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Perbaikan tingkat
efisiensi pada tahun 2020 dapat dikaitkan dengan kebijakan
refocusing dan realokasi anggaran yang diterapkan
pemerintah selama masa pandemi. Pemerintah daerah
melakukan penyesuaian belanja dengan mengutamakan
kebutuhan penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan
pemulihan ekonomi daerah. Berbagai kegiatan yang
sebelumnya direncanakan dalam APBK juga mengalami
penyesuaian, penundaan, maupun pengurangan alokasi
anggaran sebagai bentuk respons terhadap kondisi darurat
yang terjadi. Kebijakan tersebut menyebabkan penggunaan
anggaran menjadi lebih selektif dan terarah pada program-

program prioritas yang mendesak, sehingga realisasi belanja
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dapat dikendalikan dengan lebih baik dibandingkan tahun-
tahun sebelumnya (Pemerintah Aceh, 2021).

Di sisi lain, hasil analisis keuangan daerah
menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Kota Banda
Aceh terhadap dana transfer masih tergolong tinggi,
sedangkan tingkat kemandirian daerah masih relatif rendah.
Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan
daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan melalui
Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih terbatas. Meskipun
demikian, pemerintah daerah tetap mampu menjaga
pengelolaan belanja agar lebih terkendali. Hal ini tercermin
darirasio efisiensi yang menurun menjadi 89,75 persen, yang
menunjukkan bahwa realisasi belanja tidak lagi mendekati
atau melampaui anggaran sebagaimana yang terjadi pada

beberapa tahun sebelumnya.

Dengan demikian, capaian efisiensi pada tahun 2020
dapat dipahami sebagai hasil dari upaya pemerintah daerah
dalam menyesuaikan kebijakan fiskal terhadap kondisi krisis
akibat pandemi COVID-19. Meskipun tekanan terhadap
perekonomian daerah menyebabkan berbagai keterbatasan
dalam pelaksanaan program pembangunan, kebijakan
pengendalian dan penyesuaian belanja yang dilakukan
pemerintah daerah berkontribusi terhadap membaiknya

tingkat efisiensi pengelolaan APBK Kota Banda Aceh pada
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tahun tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam
situasi krisis, Pemerintah Kota Banda Aceh mampu
melakukan penyesuaian kebijakan anggaran secara adaptif
guna menjaga keberlangsungan pelayanan publik sekaligus
mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan yang

tersedia.

Pada tahun 2020, realisasi belanja daerah tercatat
sebesar Rpl1.272,35 M dari anggaran Rpl.417,73 M,
sehingga masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Sebagian besar komponen belanja juga menunjukkan
realisasi di bawah anggaran, kecuali Belanja Lainnya yang
kembali didominasi oleh Belanja Hibah. Kondisi tersebut
menunjukkan adanya penyesuaian dalam pengelolaan dan
penggunaan  anggaran  selama  pandemi, dengan
mengarahkan belanja pada kebutuhan yang lebih prioritas,
khususnya  dalam  mendukung  penanganan  dan

penanggulangan dampak COVID-19

Pada periode 2021-2022, rasio efisiensi pengelolaan
APBK Kota Banda Aceh kembali berada pada kategori
kurang efisien. Tahun 2021 mencatat rasio efisiensi sebesar
91,61 persen, sedangkan pada tahun 2022 meningkat
menjadi 96,80 persen. Meskipun kedua nilai tersebut masih
berada dalam kategori kurang efisien berdasarkan

Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996, kondisi ini
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menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah semakin

mendekati anggaran yang telah ditetapkan.

Peningkatan rasio efisiensi pada periode tersebut
dapat dikaitkan dengan mulai pulihnya aktivitas
pemerintahan dan perekonomian setelah masa pandemi
COVID-19. Berbagai program dan kegiatan yang
sebelumnya mengalami pembatasan mulai kembali
dilaksanakan sehingga - tingkat penyerapan anggaran
meningkat. Pemerintah daerah juga terus melanjutkan
program pelayanan publik dan pembangunan daerah yang
sempat mengalami penyesuaian selama masa pandemi.
Akibatnya, realisasi belanja menjadi lebih tinggi
dibandingkan tahun 2020 yang berada pada kategori cukup

efisien.

Meskipun demikian, pengelolaan belanja daerah
pada periode 2021-2022 masih dapat dikatakan lebih baik
dibandingkan kondisi tahun 2015-2016 yang termasuk
kategori tidak efisien. Hal ini terlihat dari realisasi belanja
yang masih berada di bawah anggaran yang ditetapkan.
Dengan demikian, kategori kurang efisien pada periode ini
lebih mencerminkan tingginya tingkat penyerapan anggaran
daripada adanya pemborosan dalam penggunaan keuangan

daerah.
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Jika ditinjau berdasarkan laporan realisasi anggaran,
realisasi belanja pada tahun 2021 dan 2022 masih berada di
bawah pagu anggaran, namun rasio efisiensinya tetap berada
dalam kategori kurang efisien. Pada tahun 2021, realisasi
belanja mencapai Rp1.207,57 M dari anggaran Rp1.318,21
M. Penggunaan belanja didominasi oleh Belanja Pegawai,
yang terealisasi sebesar Rp443,50 M dari anggaran Rp412,49
M atau melebihi pagu sebesar Rp31,01 M, sedangkan
komponen belanja lainnya masih berada di bawah pagu.
Kondisi serupa terjadi pada tahun 2022, ketika realisasi
belanja mencapai Rp1.334,88 M dari anggaran Rp1.378,97
M. Belanja Pegawai kembali mengalami realisasi di atas
anggaran, yaitu sebesar Rp458,37 M dari pagu Rp440,73 M,
dengan selisih sebesar Rpl17,64 M. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa meskipun total realisasi belanja masih
berada di bawah pagu, terdapat akun tertentu yang
mengalami kelebihan realisasi dan turut memengaruhi

tingkat efisiensi belanja daerah.

Pada periode 2023-2024, rasio efisiensi pengelolaan
APBK Kota Banda Aceh kembali berada pada kategori tidak
efisien. Tahun 2023 mencatat rasio efisiensi sebesar 101,67
persen, sedangkan tahun 2024 meningkat menjadi 101,85
persen. Rasio yang berada di atas 100 persen menunjukkan
bahwa realisasi belanja daerah telah melampaui anggaran

yang ditetapkan, sehingga menurut kriteria Kepmendagri
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Nomor 690.900.327 Tahun 1996 termasuk dalam kategori

tidak efisien.

Kondisi tersebut mencerminkan adanya perubahan
tren dibandingkan periode 2020-2022 yang sempat
menunjukkan perbaikan tingkat efisiensi. Kembalinya rasio
efisiensi ke atas 100 persen mengindikasikan bahwa
pengendalian belanja daerah menghadapi tantangan dalam
menjaga kesesuaian antara perencanaan anggaran dan
realisasi pelaksanaannya. D1 sisi lain, meningkatnya realisasi
belanja juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah
berupaya melaksanakan berbagai program dan kegiatan
pembangunan secara lebih optimal pada periode

pascapandemi.

Apabila  dibandingkan  dengan  tahun-tahun
sebelumnya, periode 2023-2024 menunjukkan adanya
penurunan kembali dalam efisiensi pengelolaan belanja
daerah. Kondisi tersebut terlihat dari realisasi belanja yang
pada periode tersebut kembali mendekati bahkan melampaui
anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa
peningkatan efisiensi yang sempat terjadi pada tahun 2020
belum dapat dipertahankan secara konsisten pada periode
berikutnya. Kondisi tersebut juga dapat dikaitkan dengan
kembali dilaksanakannya berbagai program dan kegiatan

yang sebelumnya mengalami penundaan atau penyesuaian
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selama masa pandemi COVID-19, sehingga berpotensi

meningkatkan kebutuhan belanja daerah.

Pada tahun 2023, realisasi belanja mencapai
Rp1.283,50 M dari anggaran Rpl1.262,48 M. Meskipun
secara keseluruhan masih berada di bawah pagu, terdapat
akun Belanja Barang dan Jasa yang realisasinya telah
melampaui anggaran, yaitu sebesar Rp475,34 M dari pagu
Rp431,63 M. Kondisi tersebut berlanjut pada tahun 2024,
ketika realisasi belanja mencapai Rpl1.342,40 M dari
anggaran Rpl.317,95 M. Kelebihan realisasi terutama
terdapat pada Belanja Pegawai sebesar Rp537,61 M dari
anggaran Rp525,91 M, dengan selisih Rp11,70 M, serta
Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp462,60 M dari anggaran
Rp441,29 M, dengan selisih Rp21,31 M. Dengan demikian,
meskipun tidak seluruh akun belanja mengalami kelebihan
realisasi, adanya beberapa akun dengan realisasi di atas pagu
turut memengaruhi tingkat efisiensi belanja daerah pada

periode tersebut.

Kondisi  tersebut  menunjukkan  pentingnya
peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian
anggaran, khususnya pada akun-akun yang secara konsisten
memiliki potensi realisasi melebihi pagu. Penyesuaian antara
target anggaran dengan kebutuhan riil daerah diperlukan agar

pelaksanaan program dan kegiatan tetap dapat berjalan
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sesuai prioritas tanpa menyebabkan realisasi belanja

melampaui anggaran yang telah ditetapkan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Yohanis, Najarudin, dan Stevanus (2023) pada Pemerintah Provinsi
Papua hasil dari penelitian mereka menunjukkan bahwa meskipun
kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan
daerah masih relatif rendah, yang mana hanya berkisar antara 4,4
persen hingga 7,7 persen, namun pengelolaan keuangan daerah tetap
mampu mencapai tingkat efisiensi yang sangat efisien dengan rata-
rata rasio sebesar 29,2 persen. Hasil tersebut mengindikasikan
bahwa besarnya ketergantungan daerah terhadap dana transfer
pemerintah pusat tidak selalu berbanding lurus dengan rendahnya
efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Apabila dikaitkan dengan
hasil penelitian pada Kota Banda Aceh, ditemukan bahwa kedua
daerah sama-sama memiliki tingkat ketergantungan fiskal yang
relatif tinggi terhadap dana transfer, namun menghasilkan tingkat
efisiensi yang berbeda. Kota Banda Aceh memperoleh rata-rata rasio
efisiensi sebesar 97,30 persen yang termasuk kategori kurang
efisien, sedangkan Provinsi Papua berada pada kategori sangat
efisien. Temuan ini menunjukkan bahwa efisiensi pengelolaan
keuangan daerah tidak hanya dipengaruhi oleh kapasitas fiskal
maupun besarnya dana transfer yang diterima, tetapi juga oleh
kualitas perencanaan anggaran, pengendalian belanja, prioritas
penggunaan dana anggaran serta kemampuan pemerintah daerah

dalam mengelola sumber daya keuangan yang tersedia. Dengan
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demikian, keberadaan dana otonomi khusus tidak secara otomatis
menentukan tingkat efisiensi suatu daerah, melainkan perlu
didukung oleh pengelolaan anggaran yang efektif dan terarah agar

tujuan pembangunan dapat dicapai secara optimal.

Adapun penelitian serupa dari daerah lain yaitu Kabupaten
Deiyai, dalam penelitian ini ditemukan bahwa pengelolaan APBD
berada pada kategori sangat efisien dengan rata-rata rasio efisiensi
sebesar 58,5 persen. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa
tingkat efisiensi yang tinggi mencerminkan penggunaan anggaran
yang relatif hemat dan tidak melebihi kapasitas keuangan yang
dimiliki daerah. Selain itu, capaian efisiensi yang baik juga
menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengelola sumber
daya keuangan secara optimal dalam mendukung pelaksanaan

program dan kegiatan pembangunan.

Beberapa penelitian lain juga penulis temukan seperti
penelitian mengenai Pemerintah Kota Bandung pada periode 2019—
2022 yang mana penelitian ini menganalisis efektivitas dan efisiensi
penggunaan anggaran belanja operasional pada 22 perangkat daerah.
Hasil penelitian dari sisi belanja atau aspek rasio efisiensi diperoleh
kategori sangat efisien dengan rata-rata 15%, yang menunjukkan
bahwa realisasi belanja operasional jauh lebih rendah dibandingkan
anggaran yang telah dialokasikan. Temuan tersebut menggambarkan
bahwa pemerintah daerah mampu mengendalikan penggunaan

anggaran secara optimal, walaupun realisasi anggaran belum
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sepenuhnya mencapai target yang direncanakan. Hasil ini
memperlihatkan bahwa tingkat efisiensi suatu daerah dipengaruhi
oleh karakteristik pengelolaan anggaran serta kebijakan fiskal yang
diterapkan, bukan semata-mata oleh status otonomi daerah (R. M.

Putri & Yuliafitri, 2023).

4.5.2 Analisis Efektivitas APBK Kota Banda Aceh

Berdasarkan hasil analisis rasio efektivitas periode
tahun 2015-2024, tingkat efektivitas pengelolaan pendapatan
daerah Kota Banda Aceh menunjukkan kinerja yang relatif
baik. Dari sepuluh tahun pengamatan, terdapat empat tahun
yang berada pada kategori sangat efektif, yaitu tahun 2015,
2016, 2023, dan 2024; lima tahun termasuk kategori efektif,
yaitu tahun 2017, 2018,2019, 2021, dan 2022; serta satu
tahun termasuk kategori cukup efektif, yaitu tahun 2020.
Secara keseluruhan, rata-rata rasio efektivitas sebesar 97,76
persen, yang mana dapat disimpulkan bahwa pengelolaan
pendapatan daerah Kota Banda Aceh selama periode
penelitian berada pada kategori efektif berdasarkan kriteria

kepmendagri 690.900.327 tahun 1996.

Pada tahun 2015, rasio efektivitas pendapatan Kota
Banda Aceh tercatat sebesar 104,73 persen dan termasuk
dalam kategori sangat efektif. Capaian tersebut menunjukkan
bahwa realisasi pendapatan daerah sebesar Rpl,22 triliun

mampu melampaui target yang telah ditetapkan sebesar
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Rpl,16 triliun. Kondisi ini mengindikasikan bahwa
pemerintah daerah berhasil mengoptimalkan potensi sumber-
sumber pendapatan yang dimiliki sehingga penerimaan
daerah yang diperoleh melebihi target yang direncanakan.
Tingginya realisasi pendapatan pada tahun tersebut dapat
dikaitkan dengan besarnya kontribusi dana transfer dari
pemerintah pusat yang masih menjadi sumber utama
penerimaan daerah. Selain itu, posisi Kota Banda Aceh
sebagai ibu kota Provinsi Aceh turut mendukung aktivitas
ekonomi, khususnya pada sektor perdagangan dan jasa,
sehingga ~memberikan kontribusi terhadap peningkatan

pendapatan daerah.

Berdasarkan struktur pendapatannya, Kota Banda
Aceh pada tahun 2015 masih menunjukkan tingkat
ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pemerintah
pusat. Hal ini tercermin dari besarnya Dana Perimbangan
yang mencapai Rp680,30 miliar atau sekitar 55,87 persen
dari total pendapatan daerah sebesar Rpl1,22 triliun. Dana
Perimbangan tersebut didominasi oleh Dana Alokasi Umum
(DAU) sebesar Rp612,50 miliar, sedangkan Dana Bagi Hasil
(DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) masing-masing
terealisasi sebesar Rp25,04 miliar dan Rp42,76 miliar.
Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar penerimaan
daerah masih bergantung pada transfer dari pemerintah

pusat. Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi
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sebesar Rp209,91 miliar atau sekitar 17,24 persen dari total
pendapatan daerah. Komponen PAD terbesar berasal dari
lain-lain PAD yang sah sebesar Rp133,55 miliar, diikuti oleh
pajak daerah sebesar Rp55,81 miliar, retribusi daerah sebesar
Rp19,49 miliar, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan sebesar Rpl,05 miliar. Struktur tersebut
menunjukkan bahwa kontribusi PAD masih relatif terbatas
dibandingkan dengan dana transfer, serta penerimaan daerah
lebih banyak ditopang oleh kelompok lain-lain PAD yang
sah dibandingkan sumber PAD lainnya. Selain PAD dan
Dana Perimbangan, Kota Banda Aceh juga memperoleh
pendapatan dari kelompok lain-lain pendapatan daerah yang
sah sebesar Rp327,35 miliar atau sekitar 26,89 persen dari
total pendapatan daerah. Dengan komposisi tersebut, dapat
disimpulkan bahwa struktur pendapatan Kota Banda Aceh
pada tahun 2015 masih didominasi oleh sumber pendapatan
yang berasal dari luar kemampuan fiskal murni daerah.
Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah
masih sangat dipengaruhi oleh kebijakan transfer pemerintah
pusat dan pemerintah provinsi. Tingginya realisasi
pendapatan yang melampaui target pada tahun 2015 tidak
hanya dipengaruhi oleh optimalisasi PAD, tetapi juga oleh
besarnya kontribusi dana transfer dan pendapatan lainnya
yang berhasil direalisasikan. Dengan demikian, capaian rasio

efektivitas  sebesar 104,73  persen = mencerminkan
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keberhasilan pemerintah daerah dalam merealisasikan target
pendapatan, meskipun struktur penerimaannya masih
menunjukkan tingkat ketergantungan yang cukup tinggi

terhadap sumber pendapatan eksternal (Kemenkeu, 2015).

Pada tahun 2016, rasio efektivitas pendapatan Kota
Banda Aceh mencapai 100,26 persen dan termasuk dalam
kategori sangat efektif. Capaian ini menunjukkan bahwa
realisasi pendapatan sebesar Rpl,32 triliun berhasil
melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp1,32 triliun.
Keberhasilan tersebut didukung oleh tingginya realisasi PAD
yang mencapai Rp258,59 miliar atau 122,16 persen dari
target, terutama yang berasal dari pajak daerah dan lain-lain
PAD yang sah. Meskipun demikian, struktur pendapatan
Kota Banda Aceh masih didominasi oleh pendapatan transfer
pemerintah pusat yang mencapai Rp862,67 miliar atau
sekitar 65,27 persen dari total pendapatan daerah. Kondisi ini
menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan fiskal terhadap
pemerintah pusat masih relatif tinggi. Namun, peningkatan
PAD pada tahun 2016 menunjukkan adanya upaya
pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber
pendapatan lokal sehingga mampu menjaga efektivitas

pendapatan daerah pada kategori sangat efektif.

Pada periode 2017-2019, tingkat efektivitas

pendapatan Kota Banda Aceh menunjukkan kecenderungan
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menurun meskipun masih berada dalam kategori efektif.
Rasio efektivitas pada tahun 2017 tercatat sebesar 99,74
persen, kemudian menurun menjadi 93,83 persen pada tahun
2018 dan sedikit meningkat menjadi 94,02 persen pada tahun
2019. Kondisi in1 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan
daerah masih mampu mencapai sebagian besar target yang
ditetapkan, namun tidak lagi melampaui target sebagaimana
yang terjadi pada tahun 2015 dan 2016. Penurunan rasio
efektivitas tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan
realisasi pendapatan tidak mampu mengimbangi peningkatan
target pendapatan yang ditetapkan pemerintah daerah.
Meskipun Kota Banda Aceh memiliki aktivitas ekonomi
yang didominasi sektor perdagangan, jasa, pendidikan, dan
pemerintahan, kemampuan daerah dalam meningkatkan
pendapatan masih menghadapi keterbatasan, terutama
karena struktur pendapatan daerah yang masih didominasi
oleh dana transfer dari pemerintah pusat. Di sisi lain,
kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total
pendapatan daerah masih relatif terbatas sehingga ruang
fiskal daerah untuk meningkatkan penerimaan secara

mandiri belum sepenuhnya optimal.

Dengan demikian, capaian efektivitas pada periode
2017-2019 menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih
mampu mengelola pendapatan pada kategori efektif, namun

mulai menghadapi tantangan dalam meningkatkan realisasi
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pendapatan seiring dengan meningkatnya target penerimaan
daerah. Kondisi ini menjadi indikasi bahwa optimalisasi
sumber-sumber PAD perlu terus ditingkatkan agar
ketergantungan terhadap dana transfer dapat berkurang dan

kinerja pendapatan daerah menjadi lebih berkelanjutan.

Pada tahun 2017, realisasi pendapatan daerah
mencapai Rpl1.244,42 miliar dari anggaran Rpl.247,69
miliar atau 99,74 persen. Capaian tersebut didukung oleh
PAD vyang terealisasi Rp270,17 miliar dari anggaran
Rp240,44 miliar atau 112,37 persen. Beberapa akun PAD
melampaui target, yaitu Pajak Daerah sebesar 116,10 persen
dan Lain-Lain PAD yang Sah sebesar 116,98 persen.
Sebaliknya, Retribusi Daerah hanya mencapai 80,39 persen
dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
sebesar 91,64 persen. Pada kelompok transfer, TKDD
terealisasi 96,84 persen, sedangkan Transfer Antar Daerah
mencapai 100,60 persen. Dengan demikian, kelebihan
realisasi PAD dan Transfer Antar Daerah belum sepenuhnya
menutupi kekurangan pada TKDD, Retribusi Daerah, dan

akun pendapatan lainnya.

Pada tahun 2018, realisasi pendapatan daerah sebesar
Rp1.135,91 miliar dari anggaran Rp1.210,55 miliar atau
93,83 persen. PAD hanya terealisasi Rp246,27 miliar dari
anggaran Rp294,41 miliar atau 83,65 persen. Meskipun

111



Pajak Daerah mencapai 106,62 persen dan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mencapai 149,00 persen,
Retribusi Daerah hanya sebesar 79,62 persen dan Lain-Lain
PAD yang Sah sebesar 75,53 persen. Pada kelompok TKDD,
realisasi mencapai 95,28 persen, sementara Transfer Antar
Daerah mencapai 107,95 persen dan Pendapatan Lainnya
132,84 persen. Pendapatan Hibah juga terealisasi Rp27,85
miliar meskipun tidak terdapat anggaran pada akun tersebut.
Namun, Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan tidak terealisasi dari

anggaran Rp15,50 miliar.

Pada tahun 2019, realisasi pendapatan daerah
mencapai Rp1.215,83 miliar dar1 anggaran Rpl1.293,14
miliar atau 94,02 persen. PAD hanya terealisasi Rp235,12
miliar dari anggaran Rp287,35 miliar atau 81,83 persen.
Pajak Daerah melampaui target dengan capaian 109,70
persen, sedangkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan mencapai 193,45 persen. Namun, Retribusi
Daerah hanya mencapai 76,21 persen dan Lain-Lain PAD
yang Sah sebesar 68,75 persen sehingga menjadi faktor
utama rendahnya realisasi PAD. TKDD terealisasi 97,47
persen, sedangkan Transfer Antar Daerah mencapai 104,95
persen dan Pendapatan Hibah sebesar 108,19 persen. Di sisi

lain, Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan
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Peraturan Perundang-Undangan tidak terealisasi dari

anggaran Rp10,00 miliar.

Pada tahun 2020, rasio efektivitas pendapatan Kota
Banda Aceh sebesar 88,94 persen dan termasuk dalam
kategori cukup efektif. Capaian ini merupakan yang terendah
selama periode penelitian. Penurunan tersebut dapat
dikaitkan dengan pandemi COVID-19 yang berdampak pada
perlambatan aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga
memengaruhi kemampuan daerah dalam merealisasikan
target pendapatan. Pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi
menyebabkan berbagai sektor usaha mengalami penurunan
kinerja yang pada akhirnya berdampak terhadap penerimaan

daerah.

Ini tercermin dalam data realisasi pendapatan yang
menunjukkan bahwa PAD Kota Banda Aceh pada tahun
2020 berada di bawah target yang ditetapkan yaitu Rp227,75
M dari Rp309,70 M. Begitu juga pada TKDD yang mana
target yang ditetapkan adalah sebesar Rp900,73 M namun
hanya terealisasi Rp825,71 M. Kondisi Pandemi COVID-19
memang sangat mempengaruhi perekonomian pada masa itu,
dimana banyak UMKM bisnis skala kecil, hingga aktivitas
ekonomi lainnya dibatasi. Hal tersebut demi mencegah
merebaknya virus corona, perlambatan aktivitas ekonomi

tersebut menyebabkan pemasukan daerah menurun.
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Memasuki tahun 2021, rasio efektivitas meningkat
menjadi 91,67 persen dan kembali berada pada kategori
efektif. Peningkatan ini menunjukkan mulai membaiknya
realisasi pendapatan daerah seiring dengan proses pemulihan
aktivitas ekonomi dan pelonggaran berbagai pembatasan
yang diterapkan selama pandemi. Meskipun target
pendapatan belum sepenuhnya tercapai, pemerintah daerah
mampu meningkatkan kinerja penerimaan dibandingkan

tahun sebelumnya.

Penerimaan daerah pada tahun 2021 masih belum
menunjukkan kondisi yang stabil karena berada dalam tahap
pemulihan. Berdasarkan data yang tersedia, realisasi
pendapatan daerah mencapai Rp1.209,60 M, masih lebih
rendah dibandingkan target sebesar Rp1.319,51 M. Kondisi
tersebut dipengaruhi oleh beberapa sumber pendapatan yang
belum mampu mencapai target, terutama PAD dan TKDD.
Realisasi PAD hanya sebesar Rp224,36 M dari target
Rp326,99 M. Di dalam PAD, Pajak Daerah terealisasi
Rp75,06 M dari target Rp116,50 M, sedangkan Retribusi
Daerah hanya mencapai Rp21,06 M dari target Rp53,76 M.
Selain itu, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan hanya terealisasi Rp4,85 M dari target Rp§8,00 M.
Kekurangan realisasi juga terjadi pada Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Antar Daerah, serta
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Pendapatan Lainnya, sehingga turut menyebabkan target

pendapatan daerah secara keseluruhan belum tercapai.

Pada tahun 2022, rasio efektivitas kembali meningkat
menjadi 98,64 persen dan masih berada dalam kategori
efektif. Capaian tersebut menunjukkan bahwa realisasi
pendapatan semakin mendekati target yang telah ditetapkan.
Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemulihan ekonomi
daerah mulai berjalan lebih baik sehingga memberikan
dampak positif terhadap penerimaan daerah. Selain itu,
peningkatan pendapatan daerah juga didukung oleh
membaiknya penerimaan yang bersumber dari PAD maupun

pendapatan transfer.

Beberapa penerimaan pendapatan daerah pada tahun
2022 kembali berhasil melampaui target seperti PAD
mencapai angka Rp 314,83 M dari targetnya Rp 279,62 M,
juga dari akun TKDD pagu anggaran pada awalnya Rp
861,72 M dan yang terealisai sedikit melebihi anggaran yaitu
Rp868,51 M. Pada masa ini aktivitas ekonomi mulai
mengalami pemulihan, sehingga beberapa akun penerimaan

daerah kembali meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Perbaikan kinerja pendapatan semakin terlihat pada
tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2023, rasio efektivitas
mencapai 101,38 persen, sedangkan pada tahun 2024

meningkat menjadi 104,43 persen. Kedua capaian tersebut
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termasuk dalam kategori sangat efektif karena realisasi
pendapatan mampu melampaui target yang telah ditetapkan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil
mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang dimiliki,
baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah maupun
pendapatan transfer. Temuan ini sejalan dengan penelitian
Anggreini yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat memiliki
pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja belanja
daerah. Dengan demikian, meningkatnya realisasi
pendapatan pada periode 2023-2024 tidak hanya
mencerminkan membaiknya kondisi ekonomi daerah
pascapandemi, tetapi juga menunjukkan semakin optimalnya
kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber-

sumber penerimaan yang tersedia.

Pada tahun 2023 dan 2024, realisasi pendapatan
daerah kembali menunjukkan peningkatan seiring dengan
proses pemulihan ekonomi pascapandemi. Pada tahun 2023,
kontribusi terhadap PAD terutama berasal dari akun Lain-
Lain PAD yang Sah, yang terealisasi sebesar Rp153,80 M
dari anggaran Rp117,03 M. Selain itu, pendapatan transfer
juga memberikan kontribusi yang besar dengan realisasi
sebesar Rp970,17 M dari target Rp821,18 M. Kondisi

tersebut menunjukkan bahwa struktur pendapatan Kota
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Banda Aceh masih cukup bergantung pada pendapatan

transfer sebagai salah satu sumber penerimaan utama daerah.

Pada tahun 2024, realisasi pendapatan daerah
kembali mengalami  peningkatan, yaitu mencapai
Rp1.348,29 M dari target sebesar Rp1.291,08 M. Capaian
tersebut menunjukkan bahwa realisasi pendapatan telah
melampaui target yang ditetapkan. Peningkatan penerimaan
terutama didukung oleh Pajak Daerah dan Lain-Lain PAD
yang Sah. Meskipun demikian, pendapatan transfer masih
menjadi kontributor utama dalam struktur pendapatan
daerah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penerimaan
yang bersumber dari PAD mengalami perkembangan, peran
pendapatan transfer dalam mendukung kapasitas fiskal Kota
Banda Aceh masih relatif dominan. Capaian tersebut
selanjutnya dapat dilihat  melalui tingkat efektivitas
pendapatan sebagai salah satu indikator untuk menilai
kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target

pendapatan yang telah ditetapkan.

Efektivitas merupakan salah satu indikator yang digunakan

untuk menilai tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam

mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam konteks pengelolaan

keuangan daerah, rasio efektivitas menggambarkan kemampuan

pemerintah dalam merealisasikan target pendapatan yang telah

direncanakan dalam anggaran. Namun demikian, tingginya tingkat
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efektivitas tidak serta-merta menunjukkan bahwa pembangunan
daerah telah berjalan secara optimal. Hal ini karena anggaran
pemerintah pada dasarnya merupakan suatu rencana keuangan yang
memuat estimasi pendapatan dan belanja dalam satu periode
tertentu, yang disusun untuk mendukung pencapaian tujuan
pembangunan, pelaksanaan kebijakan pemerintah, serta pemenuhan
kebutuhan masyarakat. Besaran anggaran yang ditetapkan setiap
tahun juga cenderung mengalami perubahan sesuai dengan kondisi

dan kebutuhan daerah.

Menurut (R. M. Putri & Yuliafitri, 2023), perubahan
anggaran dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain tingkat
inflasi yang menyebabkan kenaikan biaya operasional pemerintah,
perubahan kebijakan publik dan kondisi sosial masyarakat,
meningkatnya kebutuhan terhadap layanan publik, perubahan
regulasi dan ketentuan hukum, kondisi darurat atau bencana,
peningkatan standar kualitas dan cakupan pelayanan publik,
kenaikan biaya operasional, perkembangan teknologi dan inovasi,
serta perubahan kondisi perekonomian. Faktor-faktor tersebut
menyebabkan target pendapatan maupun belanja daerah tidak selalu
sama dari tahun ke tahun, sehingga capaian efektivitas dan efisiensi

perlu dipahami sesuai dengan konteks yang melatarbelakanginya.

Secara umum, berbagai penelitian menunjukkan bahwa
tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah sangat

dipengaruhi oleh karakteristik fiskal, struktur pendapatan, prioritas
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belanja, kapasitas ekonomi daerah, serta kebijakan yang diterapkan
oleh masing-masing pemerintah daerah. Baik daerah yang
memperoleh status otonomi khusus maupun daerah yang tidak
memiliki status tersebut menghadapi tantangan yang berbeda dalam
mengelola APBD secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Oleh
karena itu, perbedaan capaian efektivitas dan efisiensi antardaerah
tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa suatu daerah
memiliki kinerja yang lebih baik atau lebih buruk dibandingkan
daerah lainnya. Sebaliknya, perbedaan tersebut mencerminkan
adanya variasi kondisi ekonomi, kemampuan fiskal, serta strategi
pengelolaan keuangan yang disesuaikan dengan karakteristik dan

kebutuhan masing-masing daerah.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
kondisi pengelolaan APBK Kota Banda Aceh memiliki karakteristik
yang sejalan dengan berbagai temuan penelitian terdahulu, terutama
dalam hal ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat
dan pemerintah provinsi yang masih relatif tinggi. Meskipun
demikian, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas
pengelolaan keuangan melalui optimalisasi pendapatan daerah dan
pengendalian belanja, sehingga efektivitas dan efisiensi pengelolaan

APBK dapat terus ditingkatkan pada masa yang akan datang.
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5.1

BABV
PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis efisiensi dan

efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK)

terhadap realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota

Banda Aceh periode 2015-2024, dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut:

1.

Berdasarkan hasil analisis rasio efisiensi, pengelolaan APBK
Kota Banda Aceh selama periode 2015-2024 memperoleh
rata-rata rasio efisiensi sebesar 97,30 persen dan berada pada
kategori kurang efisien berdasarkan kriteria Kepmendagri
Nomor 690.900.327 Tahun 1996. Dari sepuluh tahun
pengamatan, terdapat empat tahun yang berada pada kategori
tidak efisien, lima tahun pada kategori kurang efisien, dan
satu tahun pada kategori cukup efisien. Hasil tersebut
menunjukkan bahwa pengelolaan belanja daerah masih
belum sepenuhnya optimal karena realisasi belanja pada
beberapa tahun masih mendekati bahkan melebihi anggaran

yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil analisis rasio efektivitas, pengelolaan
APBK Kota Banda Aceh selama periode 2015-2024

memperoleh rata-rata rasio efektivitas sebesar 97,76 persen
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5.2

dan berada pada kategori efektif berdasarkan kriteria
Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996. Dari sepuluh
tahun pengamatan, terdapat empat tahun yang berada pada
kategori sangat efektif, lima tahun pada kategori efektif, dan
satu tahun pada kategori cukup efektif. Hasil tersebut
menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh secara
umum telah mampu merealisasikan target pendapatan daerah
yang ditetapkan, sehingga kinerja pengelolaan pendapatan

daerah dapat dikatakan berjalan dengan baik.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka

beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1.

Pemerintah Kota Banda Aceh diharapkan dapat
meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan
pengendalian belanja daerah agar penggunaan anggaran
lebih sesuai dengan kebutuhan serta target yang telah
ditetapkan. Upaya tersebut penting untuk meningkatkan
tingkat efisiensi pengelolaan APBK mengingat rata-rata
rasio efisiensi selama periode penelitian masih berada pada

kategori kurang efisien.

Pemerintah Kota Banda Aceh perlu mempertahankan bahkan
meningkatkan kinerja pengelolaan pendapatan daerah yang
telah berada pada kategori efektif melalui optimalisasi

sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan
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kepatuhan wajib pajak dan retribusi, serta penguatan sistem
pengelolaan pendapatan daerah agar capaian efektivitas

dapat terus terjaga pada tahun-tahun mendatang.

Pemerintah daerah diharapkan terus memperkuat monitoring
dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan
yang dibiayai melalui APBK. Pengawasan yang dilakukan
secara berkala dapat membantu memastikan penggunaan
anggaran berjalan secara tepat sasaran, ekonomis, dan sesuai

dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan
penelitian ini dengan menggunakan indikator kinerja
keuangan daerah yang lebih beragam, seperti rasio
kemandirian, rasio keserasian belanja, rasio pertumbuhan,
maupun analisis kemampuan keuangan daerah. Selain itu,
penelitian selanjutnya juga = dapat melakukan studi
komparatif pada beberapa daerah untuk memperoleh
gambaran yang lebih komprehensif mengenai kinerja

pengelolaan keuangan daerah.
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LAMPIRAN

2015

AKkun Anggaran/Pagu Realisasi
Pendapatan 1.162,58 M 1.217,57 M
PAD 167,09 M 20991 M
Pajak Daerah 47,64 M 5581 M
Retribusi Daerah 2431 M 19,49 M
Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang 0,56 M 1,05 M
Dipisahkan
Lain-Lain PAD yang Sah 94,58 M 133,55M
Dana Perimbangan 693,20 M 680,30 M
DBH 3794 M 25,04 M
DAU 612,50 M 612,50 M
DAK 42,76 M 42,76 M
Pendapatan Lainnya 30228 M 32735 M
Bagi Hasﬂ' Provinsi atau 10,63 M 1175 M
Pemda Lain
Dana Penyesuaian dan 130.85M 13043 M
Otsus
Bantuan Keuangan 117,11 M 0,00 M
Pendapatan Lainnya 43,69 M 185,17M
Belanja 1.168,96 M 1.189,39M
Belanja Tidak Langsung 620,42 M 656,23 M
Belanja Pegawai Tidak 591,44 M 566,48 M
Langsung
Belanja Langsung 548,53 M 533,16 M
Belanja Bunga 4,00 M 341 M
Belanja Pegawai $8.74 M 0,00 M
Langsung
Belanja Barang Jasa 24931 M 312,05 M
Belanja Modal 210,48 M 221,11 M
Belanja Hibah 475 M 4999 M
Belanja Bantuan Sosial 1,71 M 1,66 M
Belanja Bantuan 1732 M 3456 M
Keuangan
Belanja Tidak Terduga 1,20 M 0,14 M

131




2016

AKkun Anggaran/Pagu Realisasi
Pendapatan 1.318,33 M 1.321,70 M
PAD 211,69 M 258,59 M
Pajak Daerah 53,09 M 68,33 M
Retribusi Daerah 26,59 M 21,57 M
Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang 0,80 M 1LO5M
Dipisahkan
Lain-Lain PAD yang Sah 131,21 M 167,64 M
TKDD 945,70 M 862,67 M
Pendapatan Transfer 945,70 M 862.67M
Pemerintah Pusat
Pendapatan Transfer Antar 145.45 M 150,60 M
Daerah
Pendapatan Lainnya 160,95 M 20045 M
Pendapatan Hibah 0,00 M 4923 M
Lain-lain Pendapatan Sesuai
dengan Ketentuan
Peraturan Perundang- 15,50 M 0,62 M
Undangan
Belanja Daerah 131585 M 133161

M
Belanja Pegawai 668,18 M 584,29 M
Belanja Pegawai 668,18 M 584,29 M
Belanja Barang Jasa 252,56 M 305,19 M
Belanja Barang dan Jasa 252,56 M 305,19 M
Belanja Modal 269,23 M 259,60 M
Belanja Modal 269,23 M 259,60 M
Belanja Lainnya 125,88 M 182,53 M
Belanja Bantuan Keuangan 97,71 M 96,85 M
Belanja Bunga 2,00 M 3,46 M
Belanja Hibah 20,46 M 80,42 M
Belanja Bantuan Sosial 2,51 M L71TM
Belanja Tidak Terduga 3,20 M 0,09 M
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2017

AKkun Anggaran/Pagu Realisasi
Pendapatan 1.247,69 M 1.244.42 M
PAD 24044 M 270,17 M
Pajak Daerah 61,10 M 7093 M
Retribusi Daerah 28,08 M 22,58 M
Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang 1LI0M 1,01 M
Dipisahkan
Lain-Lain PAD yang Sah 150,16 M 175,65 M
TKDD 83431 M 80791 M
Pendapatan Transfer 83431 M $07.91 M
Pemerintah Pusat
Pendapatan Transfer Antar 157.45 M 158.40 M
Daerah
Pendapatan Lainnya 172,95 M 166,33 M
Lain-lain Pendapatan Sesuai
dengan Ketentuan 15,50 M 704 M
Peraturan Perundang-

Undangan

Belanja Daerah 1.24839 M 1225.24 M
Belanja Pegawai 555,99 M 453,13 M
Belanja Pegawai 555,99 M 453,13 M
Belanja Barang Jasa dan Jasa 29741 M 335711 M
Belanja Barang dan Jasa 29741 M 33571 M
Belanja Modal 238,50 M 227,59 M
Belanja Modal 238,50 M 227,59 M
Belanja Lainnya 156,50 M 208,81 M
Belanja Bantuan Keuangan 136,55 M 135,90 M
Belanja Bunga 340 M 322 M
Belanja Hibah 11,04 M 68,11 M
Belanja Bantuan Sosial 2,51 M 1,59 M
Belanja Tidak Terduga 3,00 M 0,00 M
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2018

AKkun Anggaran/Pagu Realisasi
Pendapatan 1.210,55M 113591 M
PAD 29441 M 246,27 M
Pajak Daerah 7041 M 7507 M
Retribusi Daerah 2933 M 2335 M
Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang LIOM 1,64 M
Dipisahkan
Lain-Lain PAD yang Sah 193,57M 146,21 M
TKDD 87145 M 830,28 M
Pendapatan Transfer $71.45M 830,28 M
Pemerintah Pusat
Pendapatan Transfer Antar 29.19 M 3151 M
Daerah
Pendapatan Lainnya 44,69 M 59,36 M
Pendapatan Hibah 0,00 M 2785 M
Lain-lain Pendapatan Sesuai
dengan Ketentuan 15.50 M 0,00 M
Peraturan Perundang-

Undangan
Belanja Daerah T, 117387
M
Belanja Pegawai 564,78 M 462,95 M
Belanja Pegawai 564,78 M 462,95M
Belanja Barang Jasa 412,38 M 394,74 M
Belanja Barang dan Jasa 412,38 M 394,74 M
Belanja Modal 8331 M 100,76 M
Belanja Modal 8331 M 100,76 M
Belanja Lainnya 15327 M 21543 M
Belanja Bagi Hasil 0,00 M 0,04 M
Belanja Bantuan Keuangan 131,81 M 127,33 M
Belanja Bunga 3,40 M 285M
Belanja Hibah 10,44 M 81,25 M
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2019

AKkun Anggaran/Pagu Realisasi
Pendapatan 1.293,14M 121583 M
PAD 287,35 M 235,12 M
Pajak Daerah 71,711 M 85,24 M
Retribusi Daerah 33,68 M 25,67 M
Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang 2,60 M 503 M
Dipisahkan
Lain-Lain PAD yang Sah 173,36 M 119,18 M
TKDD 871,00 M 848,98 M
Pendapatan Transfer 871,00 M 848,98 M
Pemerintah Pusat
Pendapatan Transfer Antar 101,53 M 106.56 M
Daerah
Pendapatan Lainnya 134,79 M 131,73 M
Pendapatan Hibah 2327 M 2517 M
Lain-lain Pendapatan Sesuai
dengan Ketentuan 10,00 M 0,00 M
Peraturan Perundang-

Undangan

Belanja Daerah 131534 M 1.230,05 M
Belanja Pegawai 569,13 M 45352 M
Belanja Pegawai 569,13 M 453,52M
Belanja Barang Jasa 425271 M 404,10 M
Belanja Barang dan Jasa 42527TM 404,10 M
Belanja Modal 154,03 M 148,96 M
Belanja Modal 154,03 M 148,96 M
Belanja Lainnya 166,91 M 223,46 M
Belanja Bagi Hasil 0,05 M T41 M
Belanja Bantuan Keuangan 143,21 M 133,87M
Belanja Bunga 340 M 2,65M
Belanja Hibah 10,63 M 71,83 M
Belanja Bantuan Sosial 4,62 M 7,70 M
Belanja Tidak Terduga 5,00 M 0,00 M

135




2020

AKkun Anggaran/Pagu Realisasi
Pendapatan 1.415,53M 1.259,00 M
PAD 309,70 M 2775 M
Pajak Daerah 86,64 M 74,89 M
Retribusi Daerah 36,66 M 19,98 M
Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang 8,00 M 6,00 M
Dipisahkan
Lain-Lain PAD yang Sah 178,41 M 126,87 M
TKDD 900,73 M 825,71 M
Pendapatan Transfer 900,73 M 82571 M
Pemerintah Pusat
Pendapatan Transfer Antar 176,83 M 168,82 M
Daerah
Pendapatan Lainnya 205,10 M 205,53 M
Pendapatan Hibah 23,27 M 36,71 M
Dana Darurat 0,00 M 0,00 M
Lain-lain Pendapatan Sesuai
dengan Ketentuan Peraturan 5,00 M 0,00 M
Perundang-Undangan
Belanja Daerah 1417,73 M 127235 M
Belanja Pegawai 54842 M 458,51 M
Belanja Pegawai 548,42 M 458,51 M
Belanja Barang Jasa 49381 M 402,33 M
Belanja Barang dan Jasa 493,81 M 402,33 M
Belanja Modal 22426 M 194,61 M
Belanja Modal 224,26 M 194,61 M
Belanja Lainnya 15123 M 216,90 M
Belanja Bagi Hasil 8,68 M 1,00 M
Belanja Bantuan Keuangan 125,81 M 124,84 M
Belanja Bunga 340 M 2,54 M
Belanja Subsidi 0,00 M 0,00 M
Belanja Hibah 9,07 M 76,77 M
Belanja Bantuan Sosial 327TM 7,05 M
Belanja Lainnya 0,00 M 0,00 M
Belanja Tidak Terduga 1,00 M 4,66 M
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2021

AKkun Anggaran/Pagu Realisasi
Pendapatan 1.319,51 M 1.209,60 M
PAD 326,99 M 22436 M
Pajak Daerah 116,50 M 75,06 M
Retribusi Daerah 53,76 M 21,06 M
Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang 8,00 M 4,85 M
Dipisahkan
Lain-Lain PAD yang Sah 148,73 M 123,39 M
TKDD 823,18 M 81411 M
Pendapatan Transfer $23.18 M 814,11 M
Pemerintah Pusat
Pendapatan Transfer Antar 146,07 M 136,51 M
Daerah
Pendapatan Lainnya 169,34 M 171,12 M
Lain-lain Pendapatan Sesuai
dengan Ketentuan 2327 M 3461 M
Peraturan Perundang-

Undangan

Belanja Daerah 131821 M 1.20757M
Belanja Pegawai 41249 M 443,50 M
Belanja Pegawai 412,49 M 443,50 M
Belanja Barang Jasa 47181 M 390,14 M
Belanja Barang dan Jasa 471,81 M 390,14 M
Belanja Modal 21555 M 186,43 M
Belanja Modal 215,55M 186,43 M
Belanja Lainnya 218,36 M 187,50 M
Belanja Bagi Hasil 771 M 1,55 M
Belanja Bantuan Keuangan 126,56 M 127,11 M
Belanja Bunga 351 M 2,12M
Belanja Subsidi 0,19 M 0,29 M
Belanja Hibah 76,10 M 5242 M
Belanja Bantuan Sosial 4,02 M 1,79 M
Belanja Tidak Terduga 027 M 222 M
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2022

Akun Anggaran/Pagu Realisasi
Pendapatan 1.37427TM 1.35559 M
PAD 279,62 M 31483 M
Pajak Daerah 111,91 M 85,53 M
Retribusi Daerah 4354 M 24,53 M
Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang 7,00 M 541 M
Dipisahkan
Lain-Lain PAD yang Sah 117,17M 199,35M
TKDD 861,72 M 868,51 M
Pendapatan Transfer $61.72 M 868,51 M
Pemerintah Pusat
Pendapatan Lainnya 232,93 M 125 M
Pendapatan Hibah 0,00 M 0,05 M
Lain-lain Pendapatan Sesuai
dengan Ketentuan 0,00 M 1270 M
Peraturan Perundang-

Undangan

I;?ec::ﬁatan Transfer Antar 232.93M 50.50M
Belanja Daerah 1.378,97 M 1.334.88 M
Belanja Pegawai 440,73 M 45837 M
Belanja Pegawai 440,73 M 458,37M
Belanja Barang Jasa 444,05 M 440,61 M
Belanja Barang dan Jasa 444,05 M 440,61 M
Belanja Modal 22895 M 212,61 M
Belanja Modal 228,95M 212,61M
Belanja Lainnya 265,24 M 22329 M
Belanja Bagi Hasil 771 M 0,85 M
Belanja Bantuan Keuangan 127,58 M 126,76 M
Belanja Bunga 351 M 1,80 M
Belanja Subsidi 0,13 M 1,08 M
Belanja Hibah 120,02 M 88,84 M
Belanja Bantuan Sosial 4,78 M 3,72M
Belanja Tidak Terduga 1,50 M 025 M
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2023

AKkun Anggaran/Pagu Realisasi
Pendapatan 1.255,28 M 1.272,63M
PAD 281,48 M 287,36 M
Pajak Daerah 111,91 M 104,64 M
Retribusi Daerah 43,54 M 25,14 M
Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang 9,00 M 3,77M
Dipisahkan
Lain-Lain PAD yang Sah 117,03 M 153,80 M
TKDD 821,18 M 970,17 M
Pendapatan Transfer $21.18M $27.88.M
Pemerintah Pusat
Pendapatan Transfer Antar 138,52 M 142,29 M
Daerah
Pendapatan Lainnya 14,10 M 1507 M
Lain-lain Pendapatan Sesuai
dengan Ketentuan 14,10 M 15.07 M
Peraturan Perundang-

Undangan

Belanja Daerah 1.262,48 M 1.283.50M
Belanja Pegawai 48497 M 48942 M
Belanja Pegawai 434,97 M 489,42 M
Belanja BarangJasa 431,63 M 47534 M
Belanja Barang dan Jasa 431,63 M 47534 M
Belanja Modal 99,06 M 99,68 M
Belanja Modal 99,06 M 99,68 M
Belanja Lainnya 246,82 M 21623 M
Belanja Bagi Hasil 382 M 1,59 M
Belanja Bantuan Keuangan 130,97 M 130,12 M
Belanja Bunga 2,00 M 158 M
Belanja Subsidi 2,49 M 2,38 M
Belanja Hibah 103,26 M 79,19 M
Belanja Bantuan Sosial 2,79 M 291 M
Belanja Tidak Terduga 1,50 M 51M
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2024

AKkun Anggaran/Pagu Realisasi
Pendapatan 1.291,08 M 134829 M
PAD 288,44 M 324,51 M
Pajak Daerah 112,42 M 118,00 M
Retribusi Daerah 4285 M 22,78 M
Hasil Pengelolaan 6,20 M 371 M
Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
Lain-Lain PAD yang Sah 126,97 M 180,02 M
TKDD 891,16 M 903,59 M
Pendapatan Transfer 891,16 M 903,59 M
Pemerintah Pusat
Pendapatan Lainnya 11148 M 120,20 M
Lain-lain Pendapatan Sesuai 16,26 M 15,49 M
dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-

Undangan

Pendapatan Transfer Antar 9522 M 104,71 M
Daerah

Belanja Daerah 131795 M 134240 M
Belanja Pegawai 52591 M 537,61 M
Belanja Pegawai 525,91 M 537,61 M
Belanja Barang dan Jasa 44129 M 462,60 M
Belanja Barang dan Jasa 441,29 M 462,60 M
Belanja Modal 134,88 M 13242 M
Belanja Modal 134,88 M 132,42M
Belanja Lainnya 21586 M 209,77 M
Belanja Bagi Hasil 10,02 M 1,090 M
Belanja Bantuan Keuangan 136,98 M 141,99 M
Belanja Bunga 2,00 M 1,39 M
Belanja Subsidi 1,60 M 1,65M
Belanja Hibah 60,59 M 6125M
Belanja Bantuan Sosial 3,67 M 2,40 M
Belanja Tidak Terduga 1,00 M 0,00 M
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